










Lembaga koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang banyak mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Keberadaan lembaga koperasi telah banyak berperan di dalam pembangunan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Dasar hukum keberadaannya di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal itu sejalan dengan pasal 1 UU No.25/1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Pada bidang ekonomi, peranan  koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional karena koperasi banyak berperan dalam membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. (Wikipedia, 2014). Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa koperasi memberikan kontribusinyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional yakni; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Menteri Koperasi dan UKM menegaskan  ada tiga faktor yang harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing.  Ketiga faktor tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia, akses pembiayaan murah dan kualitas produksi. 
Di usia koperasi yang ke 69 tahun 2016, banyak koperasi yang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. koperasi-koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kitapun juga menyadari, masih banyak koperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan dan persoalan organisasional lainnya.  Masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat  terhadap peran dan fungsi koperasi. Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945  pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Rehabilitasi merupakan langkah pembaharuan koperasi diawali dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi, melalui Online Database System (ODS), dengan membekuan/ membubarkan koperasi yang tidak aktif. Juga dilakukan penertiban koperasi melalui pengawasan terpadu dengan membentuk Deputi Pengawasan. 
Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah Koperasi di Indonesia sampai akhir tahun 2015 menyentuh angka 212.135 unit. Namun berdasarkan pendataan, koperasi yang aktif hanya 150.223 unit. Jumlah tersebut didapatkan melalui pemuktahiran data koperasi yang dilakukan dengan Online Database System. Reorientasi, yaitu upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah: Membangun Koperasi Berbasis Informasi Teknologi (IT); Melalui kerjasama dengan Notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akte koperasi secara online. Proses pendirian koperasi semakin mudah, cepat, dan efisien. Koperasi juga difasilitasi untuk melakukan RAT secara Online. Demikian juga proses Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam reorientasi juga dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. Pengembangan, merupakan agenda permanen yang meliputi upaya: mengkaji regulasi yang menghambat berkembang koperasi; memperkuat akses pembiayaan, dengan menyiapkan koperasi untuk menjadi penyalur KUR; Sejanjutnya dikembangkan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi. Gerakan dan kesadaran untuk reformasi total tersebut, tidak harus berupa kegiatan yang seragam dan monoton namun hendaknya bersifat serentak, dengan dukungan komitmen dan kerjasama semua pihak yang meliputi pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademisi serta seluruh komponen masyarakat. Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program, dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi. Puspayoga (2016).
Data Kementerian Koperasi dan UKM (2015). Pertumbuhan koperasi di Indonesia pada tahun 2014, tercatat sebanyak 209.488 unit, aktif 147.249 unit, tidak aktif 62.239 dan jumlah anggota sebanyak 36.443.953. Tahun 2015 meningkat menjadi 212.135 unit, aktif 150.223, tidak aktif sebanyak 61.912 dan jumlah anggotanya sebanyak 37.783.160. Meningkatnya jumlah koperasi, berimplikasi positif pada jumlah anggotanya. Dari total 212.135 unit koperasi yang ada di Indonesia, sebanyak 8.675 unit berada di Sulawesi Selatan. Angka tersebut menempatkan daerah Sulawesi Selatan sebagai wilayah urutan ke-5 jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Urutan pertama Jawa Timur sebanyak 31.182 unit, ke-dua Jawa Tengah 28.227 unit, ke-tiga Jawa Barat 25.741 unit, dan ke-empat Sumatera Utara 11.696 unit. Sektor ini diyakini mampu mendorong perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu pemerintah terus memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
Kelembagaan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pada tiga wilayah daerah pesisir Kabupaten/Kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM (BPS Makassar Dalam Angka, 2015), bahwa Kota Makassar mempunyai 14 Kecamatan memiliki sejumlah 795 unit koperasi yang masih aktif dengan jumlah anggota 3.344 orang, Kabupaten Pangkep memiliki 13 Kecamatan dan terdapat 15 unit koperasi dengan jumlah anggota 2.901 orang (BPS Pangkep Dalam Angka, 2015) dan Kabupaten Takalar memiliki 9 Kecamatan dan terdapat 333 unit koperasi dengan jumlah anggota 26.265 orang (BPS Takalar Dalam Angka, 2015). 
Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menjadikan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar perekonomian Sulsel jelang 2018. Membangun Sulsel ternyata tak cukup dengan modal sumberdaya tersebut tapi butuh syarat lain; yaitu kekuatan pilar norma (sosial) yang mengayomi serta organisasi (ekonomi) yang mumpuni. Pilar aturan yang dibingkai dalam satu organisasi berbasis ekonomi kerakyatan. Lalu di manakah pilar itu bisa diwujudkan sebagai basis penggerak kemajuan Sulsel. Sulsel sesungguhnya masuk ke dalam provinsi yang dikategorikan berkembang pencapaian koperasinya bersama tujuh provinsi lain, Sumbar, Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sultra, sayangnya, ini berbarengan jumlah koperasi yang jeblok atau tidak aktif. BPS mencatat bahwa pada rentang 2006 hingga 2014 jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Selatan sangat besar namun tak banyak yang tak sehat. Pada tahun 2006 terdapat 4.761 yang aktif dari puluhan ribu yang ada, tahun 2007 sebanyak 5.252, tahun 2008 ada 5.327 dan di tahun 2014 justru menurun menjadi 5.051. Hingga 2015, tak kurang dari 7.700 koperasi yang telah terdaftar. Namun, ada sekitar 2.000 koperasi mulai limbung atau tidak aktif. Menurunnya kinerja koperasi disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Di antaranya, kompetisi dengan bank, leasing, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, tidak membuminya semangat berkoperasi, yang terjadi adalah warga diminta berkoperasi karena iming bantuan pemerintah. Koperasi diusung melalui proyek atau agenda pihak luar. Ketiga, kapasitas pengurus yang tak mampu mengelola kompleksitas anggota, dengan kata lain, pengelola sulit beradaptasi atas perubahan eksternalnya. Mereka punya visi tetapi tak sadar kalau mereka tak punya kapasitas merealisasi-kannya. Pemerintah yang diharapkan sebagai penolong malah menjerumuskan ke dalam ketergantungan sistemik, ketergantungan yang diskenariokan sebagai proyek tahunan, atau bantuan berbasis APBD/APBN. Muaranya pemberdayaan semu. AM Yamin 2013.
Tidak dapat dipungkuri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir, yakni keterbatasan akses informasi, akses pasar, sumber daya manusia, akses permodalan/pembiayaan, inovasi usaha dan tidak efektifnya penataan kelembagaan. Masyarakat pesisir menurut Victor P.H. Nikijuluw, (2003) adalah populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, daerah pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. 
Pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang khas dalam membangun ekonomi maupun kelembagaan lokal sehingga mampu mandiri dan berlanjut. Kemajuan desa-desa merupakan dasar dari keberlanjutan bangsa sehingga diperlukan strategi makro dan mikro agar dicapai kemakmuran bagi masyarakat desa di segenap penjuru nusantara.
Peneliti menilai bahwa begitu besarnya potensi keberadaan koperasi pada wilayah tersebut di atas seyogyanya dapat menjadi suatu aset besar bagi masyarakat pesisir dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Akan tetapi keberadaan koperasi di Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakatnya. Oleh karena itu, koperasi pada wilayah pesisir perlu mendapat perhatian tentang keberadaannya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sumber daya manusia di dalamnya serta penataan kelembagaannya. Hal tersebut sejalan dengan visi Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pilar utama perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2018. 
Daru Retnowati (2009) menjelaskan bahwa dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan peranan koperasi sangat penting. Namun demikian bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal sebab bila ditelusuri secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang konduktif bagi perkembangan koperasi. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan dan lingkungan eksternal, aspek kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah, sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Disamping itu upaya memperbesar modal dan mempermudah peminjaman/kredit. Strategi pengembangan koperasi harus mendapat perhatian pemerintah, perguruan tinggi serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Perspektif anggota menjadi peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi karena anggota sebagai user dan pemilik koperasi, hasil penilaiannya cukup baik berdasarkan peningkatan dalam memperoleh anggota baru dan koperasi juga mampu mempertahankan anggota lama yang dimiliki. 
Dipilihnya koperasi pesisir wilayah Kota Makassar oleh karena mengacu pada strategi dan visi Dinas Koperasi yang juga merupakan penjabaran visi Gubernur Sulsel, yakni koperasi dan UKM menjadi pilar perekonomian Sulsel. ''Kita harap koperasi  dan UKM mesti miliki peran staretegis  ke depan bisa lebih berkembang, olehnya itu perlu dilakukan  evaluasi. Adapun langkah yang ditempuh dengan mengagendakan perencanaan, memperbaiki sistem informasi, dan penyempurnaan database. Soal  agenda perencanaan tertuang dalam renstra yang terdapat 8 indikator antara lain upaya  bersama turunkan koperasi yang tidak aktif di Sulsel sebesar 30 persen. Penanganan masalah usaha koperasi dan UKM mesti diinventarisasi dan ditangani bersama. ''Kita juga akan menciptakan wirausaha 100 orang per tahun, dengan 20 orang yang akan dilatih per desa, untuk mendorong perkembangan usaha koperasi dan UKM, nantinya akan diagendakan sistem pelaporan melalui penyiapan database dan beberapa upaya lainnya. Dengan adanya database ini acuan untuk kebijakan ke depan. Ibarat peta, kalau kabur tentu tidak diketahui. Kita akan membangun sebuah konsep program koperasi dan UKM terkait RPJMD.  AM Yamin 2013.
Wilayah Kabupaten Takalar dipilih sebagai wilayah penelitian oleh karena Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah yang potensial namun membutuhkan pendampingan pengembangan khusus. Kondisi tersebut membuat tim RCDC (Research and Community Development Centre) menginisiasi untuk melakukan kegiatan dalam hal konsolidasi pembentukan koperasi, usaha-usaha perekonomian, pengadaan daya dukung teknologi terbarukan dalam mendukung proses pertanian rumput laut khususnya pascapanen, program pembentukan karakter masyarakat. Sebanyak 200 nelayan dan masyarakat pesisir di kabupaten Takalar mengikuti pelatihan manajemen koperasi tanggal 27 September 2012 di gedung Islamic Center Takalar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat, antara lain melalui pelatihan manajemen usaha agar  koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat dikelola dengan baik oleh para nelayan-nelayan sekitar. Selain itu Visi Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2013-2017, yakni “Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Bertaqwa”.  
Wilayah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan dipilih sebagai wilayah penelitian oleh karena berdasarkan Visi Pembangunan Pangkep tahun 2016 - 2021
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri”. Salah satu rumusan Misi Pembangunan Pangkep lebih fokus mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM, bantuan Keterampilan dan Pelatihan Kerja serta bantuan pasar desa, bundes dan permodalan. 
Akselerasi pembangunan dapat dilakukan bila dapat di tetapkan strategi, arah dan kebijakan pembangunannya yang benar dan jelas, sehingga dapat menjadi acuan. Pembangunan yang akan dilakukan, secara subtansial fokus pada pembangunan manusia, terdesentralisasi, berciri religius (bernafaskan keagamaan) dan kebudayaan, serta peduli lingkungan baik fisik maupun lingkungan sosial. Karena itu penekanannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, menempatkan manusia sebagai objek dan selalu beroriantasi pada pada kesejahteraan. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan memasukkan Strategi pengembangan potensi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas:  a. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pengembangan perkoperasian; b. menciptakan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan Koperasi UMKM; d. penataan pengembangan koperasi pedesaan dan perkotaan; e. penguatan permodalan bagi Koprasi UMKM; f. menciptakan suasana yang kondusif dalam menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional; g. fasilitasi kemudahan perizinan bagi Koperasi UMKM; h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan perkoperasian.
Untuk itu perlu dilakukan kajian kelembagaan koperasi sebagai wadah untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat pesisir, dengan menitikberatkan pada kajian sehat organisasi dengan indikator pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi setiap tahun, tingkat kehadiran anggota koperasi jika diundang rapat, tingkat partisipasi anggota koperasi memberikan gagasan dalam rapat, tingkat aktivitas koperasi berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi, tingkat kepatuhan pengurus dan anggota koperasi pada AD dan ART koperasi,  tingkat pelaksanaan pertanggungjawaban anggota koperasi atas pekerjaan yang diberikan, tingkat pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap transparansi laporan, tingkat partisipasi anggota atas kemajuan koperasi, dan tingkat partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi. 
Kajian pada aspek financialnya dengan indikator tingkat keaktipan pengurus koperasi berkaitan dengan perputaran dana, tingkat pelaksanaan pembiayaan operasioanal koperasi, tingkat pelaksanaan kegiatan evaluasi pendanaan, pelaksanaan pelaporan jasa simpanan koperasi, pelaksanaan pelaporan perkembangan perputaran dana, kegiatan pelaporan perkembangan perputaran dana koperasi, peningkatan perkembangan usaha koperasi, peningkatan pertumbuhan usaha koperasi dan peningkatan jumlah pembagian SHU. Subandi, (2013) menjelaskan bahwa pusat perhatian manajemen keuangan adalah berbagai aspek keuangan suatu usaha dan salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha, maka pengelolaan keuangan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup koperasi. Sesuai dengan cakupannya maka hakekat manajemen keuangan adalah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dana serta penggunaannya dalam hal ini keseimbangan antara sisi aktiva dengan pasiva neraca. 
Kajian pada aspek sehat usaha dengan indikator keterbukaan pengurus melayani konsultasi kepada anggota, pelaksanaan layanan usaha kepada anggota, pelaksanaan kebutuhan atau pinjaman kepada anggota, partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, tingkat partisipasi peran anggota membangun dan mengembangkan kerjasama, partisipasi dan kerjasama anggota dalam perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. Ranipuspitasari, 2013 menjelaskan bahwa sejumlah masalah kelembagaan koperasi yang memerlukan langkah pemecahan di masa mendatang meliputi hal-hal, yakni; kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha. Canet-Giner, Maria Teresa; dkk.(2010) mengemukakan bahwa strategi dalam layanan usaha koperasi jika diterima oleh anggota dan menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, akan terjadi peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar serta melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.
Kajian pada kompetensi manajemen sumberdaya manusianya dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengawasan kegiatan pelatihan usaha, evaluasi hasil kegiatan pelatihan usaha, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi, pengembangan model pelatihan berbasis UKM, pengembangan model pelatihan berorientasi kreatif dan inovatif. Dwi Ardianto, (2012) mengemukakan bahwa diakui memang, perkembangan koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani koperasi. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam memajukan koperasi, baik masalah internal maupun permasalahn eksternal. Dari kurangnya tenaga yang profesional menangani ini maupun permasalahan lain yang harus di benahi bersama. Belum lagi ada persaingan yang timbul dari berkembangnya usaha sejenis koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu membentuk wadah-wadah yang ada dibawah kepengurusan dengan memberikan pemahaman, pelatihan dan penyuluhan. 
Kajian pada kinerja lembaga koperasi dengan indikator pertumbuhan usaha yang dikelola, pertambahan  hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan usaha yang dikelola, tingkat pertambahan jumlah anggota, tingkat pertambahan  penyertaan modal anggota,  tingkat pertambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan sisa hasil usaha (SHU), tingkat efisiensi pengelolaan  hasil usaha, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Aniza, 2013) bahwa agar koperasi dapat bertahan sehingga dapat mencapai tujuannya untuk mensejahterahkan anggotanya, maka perlu dilakukan penilaian kinerja. 
Selanjutnya kajian pada tingkat kesejahteraan anggota koperasi, dengan indikator peluang membiayai pendidikan anggota, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kegiatan kursus keterampilan bagi anggota, tingkat kelancaran usaha anggota, tingkat produktivitas usaha anggota, perkembangan pangsa pasar, peningkatan volume usaha, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan penghasilan usaha anggota. Prawirokusumo, (2001), adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (engine) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare), sekaligus menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih memeratakan kesejahteraan selaras dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi. Widarmanto (2008). 
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa persoalan koperasi sebenarnya bukanlah pada kuantitas koperasi itu sendiri, sebab dari tahun ke tahun koperasi tumbuh dimana-mana, terkhusus pada wilayah pesisir akan tetapi lebih pada kualitasnya. Koperasi sebagai salah satu wadah untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan, dan keberadaan koperasi pada wilayah pesisir seyogyanya dapat menjadi suatu aset besar bagi masyarakat pesisir dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. Akan tetapi keberadaan koperasi di Sulawesi Selatan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakat, padahal bantuan dan kebijakan sudah diberikan dan tidak dapat dipungkuri bahwa pertumbuhan koperasi cukup pesat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi apalagi kelembagaan koperasi yang berada pada wilayah pesisir. Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu masyarakat pesisir sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki, ketidakpastian pendapatan, kelembagaan koperasi yang masih lemah, termasuk kebutuhan modal.




Bertitik tolak pada latar belakang masalah, maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Apakah sehat organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
2.	Apakah sehat financial berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
3.	Apakah sehat usaha berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
4.	Apakah kompetensi Sumeber Daya Manusia berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
5.	Apakah sehat organisasi melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
6.	Apakah sehat financial melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
7.	Apakah sehat usaha melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
8.	Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,




Bertitik tolak pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah   untuk:
1.	Menganalisis pengaruh secara langsung sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
2.	Menganalisis pengaruh secara langsung sehat financial terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
3.	Menganalisis pengaruh secara langsung sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
4.	Menganalisis pengaruh secara langsung kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
5.	Menganalisis pengaruh secara tidak langsung sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui kinerja lembaga koperasi pada wilayah pesisir di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
6.	Menganalisis pengaruh secara tidak langsung sehat financial terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui kinerja lembaga koperasi pada wilayah pesisir di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
7.	Menganalisis pengaruh secara tidak langsung sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui kinerja lembaga koperasi pada wilayah pesisir di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
8.	Menganalisis pengaruh secara tidak langsung kompetensi Sumeber Daya Manusia terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui kinerja lembaga koperasi pada wilayah pesisir di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,




Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tata kelola koperasi dalam peningkatan kinerja koperasi pada wilayah pesisir di masa depan. 
2.	Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu data dan informasi sebagai bahan pengembangan kajian di dalam mengelola koperasi pada wilayah pesisir, terutama dalam merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan program-program yang berhubungan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis koperasi. 











North (1993) adalah merupakan tokoh ekonomi kelembagaan baru (new institutional economic) yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1993, kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat North tersebut jika dikaitkan dengan keberadaan kelembagaan koperasi bahwa ada aturan atau norma yang mengikat untuk dilaksanakan dalam mengelola koperasi, antara lain adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai suatu aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan. Demikian juga dengan Ronald H. Coase pada tahun 1991. Nobel yang diperoleh kedua tokoh tersebut turut menjadi pemicu perkembangan keilmuan ekonomi kelembagaan baru di dunia saat ini. Pemikir ekonomi kelembagaan baru menolak sebagian asumsi ajaran ekonomi klasik/neoklasik dan menganggapnya tidak realistis seperti tidak ada biaya transaksi (zero transaction cost) dan rasionalitas instrumental (instrumental rationality). Ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Pada titik ini ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. 
Era Globalisasi saat ini, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku ekonomi khususnya koperasi, terutama terhadap kinerja koperasi yang dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang yang ada atau sebaliknya akan mendatangkan kerugian bagi koperasi. Sehubungan dengan hal itu, koperasi harus lebih tangguh dalam menghadapai perubahan dan persaingan yang terjadi didalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah intern koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah ekstern koperasi seperti mekanisme pasar, campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Dari segi kuantitatif perkembangan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menggembirakan. Oleh karena itu, koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis, baik internal maupun eksternal dalam mencaipai tujuan melaui sebuah struktur dan mekanisme dan system yang jelas.
Teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, (1951:5-6) yang diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system sosial, meliputi : adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (survive), untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:
1.	Adaptation: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya. Adaptasi dilaksanakan oleh organisme prilaku dengan cara melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. 
2.	Goal attainment; pencapainan tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendifinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi pencapaian tujuan atau Goal attainment difungsikan oleh system kepribadian dengan menetapkan tujuan system dan memobilisai sumber daya untuk mencapainya. 
3.	Integrastion: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
4.	Latency: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural. Lalu bagaimanakah Parson menggunakan empat skema diatas, yakni; dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak.
Dalam hal ini, menurut peneliti bahwa dalam kelembagaan koperasi terdapat struktur yang berfungsi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan. Aspek kelembagaan (keorganisasian) berupa sesuatu yang lebih dinamis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Dalam artian bahwa dalam sebuah struktur terdapat peran atau fungsi, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum yang merupakan sebuah system hubungan kegiatan dengan tujuan. Adaptasi merupakan cara terbaik dalam menyesuaikan diri, baik secara internal maupun eksternal (masyarakat), pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik jika semua sumberdaya yang terlibat dalam sebuah struktur saling beradaptasi dan bekerjasama berdasarkan fungsinya masing-masing dalam mengatur hubungan-hubungan satu dengan lainnya (integrasi), demikian pula organisasi harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mempermudah mencapai tujuan (Goal attainment) berdasarkan visi misinya dengan memperhatikan kultur dan norma yang berlaku (latency). Tingkat integrasi terjadi dengan dua cara, pertama : masing-masing tingkat yang paling bawah menyediakan kebutuhan kondisi maupun kekuatan yang dibutuhkan untuk tingkat atas. Sedangkan tingkat yang diatasnya berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya. Parson memberikan jawaban atas masalah yang ada pada fungsionalisme structural dengan menjelaskan beberapa asumsi sebagai berikut;
1.	System mempunyai property keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2.	System cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3.	System bergerak statis, artinya ia akan bergerak pada proses perubahan yang teratur.
4.	Sifat dasar bagian suatu system akan mempengaruhi begian-bagian lainnya.
5.	System akam memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6.	Alokasi dan integrasi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan system.
7.	System cenderung menuju kerah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecendrungan untuk merubah system dari dalam.
Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi, Herry Yulistiyono (2007). Sweeden (2008) menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan. Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir. Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.




Meskipun batasan kelembagaan dan organisasi berbeda-beda menurut berbagai ahli, namun apa yang dimaksud tersebut adalah merupakan suatu yang berpola dan berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait yang lebih luas. Kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Syahyuti, (2009) kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada prilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya. 
Kelembagaan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada dua, yakni: Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Artinya Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Seiring waktu dan perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Subandi (2013). Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yg paling ideal, dimana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pemilik
Herlina Setiyarini, Wisnu, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa koperasi menjadi pemikiran Hatta untuk memajukan bangsa Indonesia melalui beberapa ide yang membangun perekonomian rakyat, seperti ide Hatta mempelajari gerakan koperasi di negara-negara Eropa kemudian Hatta terapkan di Indonesia diantaranya koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang lemah. Ide Hatta menarik dan dapat membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Namun, karena tidak adanya dukungan dari rakyat ide Hatta mengalami kegagalan. Mohammad Hatta dikenal sebagai salah satu pemimpin bangsa, pemikir, dan juga sebagai salah satu peletak dasar Indonesia. Mohammad Hatta dikenal sebagai ekonom Indonesia yang banyak mencurahkan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa  pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya. Mohammad Hatta dikenal sebagai pencetus gerakan koperasi Indonesia, bahkan mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Deliar Noer, Mohammad Hatta (1990).
H.Masngudi, (1990). Bahwa sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya dikenal dengan “Rochdale Principles”  Waktu yang hampir bersamaan tersebut di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan- pinjam. Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto (1896) mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan  pinjam. Modal yang diperoleh dari uangnya sendiri dan dari kas masjid. Setelah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh, maka ia mengembalikannya secara utuh. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para  pegawai yang makin menderita terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Kegiatannya lebih lanjut dikembangkan oleh seorang asisten residen Belanda di Purwokerto  bernama De Wolff van Westerrode yang bermaksud mengadakan kredit koperasi untuk penduduk tani yang  berdiam dalam daerahnya. Dalam karangannya yang dimuat dalam “ Tijdschrift voor Nijverheid en Handel “ tahun 1896 menarik perhatian, isinya mengenai cara  bekerjanya yang kemudian menjadi sebuah bank, yang diberi nama “ Poerwokertasche Hulp “. Bank ini menjadi contoh yang pertama bagi Volks credit bank lainnya yang didirikan diseluruh pulau Jawa dan Madura. Bank inilah yang memberikan kredit bagi  petani dengan berdasarkan philantropie (kedermawanan). 
Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi sangat mempengaruhi perkembangan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Kelembagaan, atau institusi, pada umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system, (Tony, 2003). Peneliti menilai bahwa kelembagaan merupakan suatu organisasi yang memiliki aturan main dan system yang ditetapkan oleh pengelola dan pelaksana sebagai sarana dan wadah untuk mencapai tujuan berdasarkan norma dan etik organisasi dan individu. 
Pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkann koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kasadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam mempelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industry kecil dan kerajinan, namun tidak bertahan lama, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Setelah itu perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Studi Club 1928 sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa, sehingga pada tahun 1939 koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1712 buah dan terdaftar sebanyak 172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang. (Subandi, 2013).  
Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan keuntungan, dalam bukunya “The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarka tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur. (Subandi, 2013). 
ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi. Menurut Internasional Cooperative Allience (ICA) Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. 
Prinsip-prinsip koperasi. Internasional Cooperative Allience (ICA) (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah :
1.	     Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama,
2.	      Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara akfif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan,
3.	      Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka,
4.	      Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya,
5.	     Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi,
6.	     Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para ngggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional,
7.	     Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.
Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a.	Koperasi Produsen. Koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen.
b.	Koperasi Konsumen. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen.
c.	Koperasi Jasa. Koperasi yang khusus melakukan kegiatan usaha memberi jasa kepada anggota dan masyarakat.
d.	Koperasi Simpan Pinjam/Kredit. Koperasi yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga ringan.
e.	Koperasi Serba usaha 
Selanjutnya Soedjono (1997) menyatakan, keberhasilan koperasi dari segi usaha mencakup aspek peningkatan jumlah anggota, modal koperasi, jumlah dan volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, dan kesejahteraan anggota.  Keberhasilan koperasi dari segi organisasi mencakup aspek produktivitas, efektivitas, keadilan, dan kemantapan. Selanjutnya Ropke, (1997) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anggota yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU. Akan tetapi menurut peneliti bahwa walaupun peningkatan jumlah anggota koperasi jika anggota tidak merasa memiliki dan tidak memberi konstribusi pengembangan usaha koperasi, maka kinerja koperasi belum memberikan dampak positif. Demikian pula modal koperasi yang terhimpun jika tidak dikelola pada usaha-usaha yang produktif maka tentu saja koperasi tersebut tidak akan berkembang, terlebih jika pengurus tidak transparan mengelola keuangan. Ekonomi kerakyatan yang dimanisfestasikan melalui koperasi memiliki pijakan konstitusional yang kuat dan bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil. 
Sistem koperasi menggambarkan interaksi di antara organisasi dan koperasi, di satu pihak dengan para anggotanya di pihak lainnya, berlaku norma-norma dan prinsif koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Fungsi anggota sebagai pemilik yang membiayai, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan-keputusan yang diwujudkan pada partisipasi mereka di dalam penyelenggaraan rapat anggota. Laporan pengurus koperasi kepada rapat anggota menggambarkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorgani-sasian dan control) serta fungsi-fungsi perusahaan koperasi (sumber daya manusia, keuangan, produksi layanan dan penyebaran informasi), karena itu kualitas dan kontiyuitas penyelenggaraan rapat anggota menjadi indikator penting di dalam system pengorganisasian koperasi yang secara buil-in mencerminkan inplementasi dari nilai, norma dan prinsif-prinsif koperasi tersebut. Untuk itu, berbagai norma/aturan tentang organisasi dan usaha koperasi harus disusun secara rinci, mudah dimengerti, disosialisasikan dan ditaati. Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya, tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak terlepas dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi dalam upaya membangun ekonomi secara mandiri. Arifin, (2010). 
Menurut hemat peneliti bahwa jika prinsif-prinsif koperasi dipegang teguh oleh pengurus, pengawas dan anggota serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan konsisten melaksanakan RAT setiap tahun dan pemangku kepentingan (Dinas Koperasi) aktif memberikan bimbingan dan evaluasi, maka  tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota akan terwujud. Hal itu sejalan dengan pendapat Ketua Koperasi Berkat bahwa sepanjang ada kesungguhan dan sikap profesionalisme pengurus dalam mengelola koperasi maka koperasi bisa menjadi wadah pengembangan ekonomi anggota dan pengurus. Kaharuddin Aziz, (2015).
Sitio, (2001) mengatakan bahwa anggota koperasi harus berperan aktif, memiliki komitmen, dan mampu berinovasi untuk memajukan koperasi, sehingga koperasi sebagai wadah dalam melakukan aktivitas ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Oleh sebab itu, status keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Komitment organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Cut Zurnali, (2010)   menyatakan bahwa perhatian umum dan tujuan kunci dari unit organisasi SDM adalah untuk mencari pengukuran yang dapat mengestimasikan secara akurat komitmen para pekerjanya dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan komitmen pada organisasi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kajian penelitian yang luas dalam ilmu psikologi dan manajemen adalah tentang konsep dan peranan komitmen organisasional (organizational commitment). 
Dalam kajian tentang komitmen organisasional mencoba menganalisis karyawan-karyawan perusahaan yang dalam menjalankan aktivitas organisasi bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi dan informasi, perbankan, pertambangan, pemasaran, konsultan perencanaan, otomotif, semi konduktor, dan bioteknologi, Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:
1.	Komitmen afektif (affective commitment) adalah perasaaan cinta pada organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.
2.	Komitmen kontinyu (continuance commitment) adalah perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.
3.	Komitmen normatif (normative commitment) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan. (Wikipedia. Komitmen Organisasi, 2014)
Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen adalah kekuatan relatif individu dalam melibatkan dirinya dengan mempertahankan nilai dan tujuan organisasi. Brian, (2008).
Johannessen, Olsen, and Lumpkin, (2011), Kemampuan berinovasi adalah kemampuan anggota menghasilkan ide-ide atau gagasan kreatif yang diwujudkan dalam bentuk inovasi yang bersifat kebaruan. Oleh sebab itu, karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, berkewajiban memberikan konstribusi kinerja pada organisasinya. Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan demikian anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan; 
a.	Memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per koperasian);
b.	Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (Koperasi yang genuine); 
c.	Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan; 
d.	Menyusun standar dan metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta; 
e.	Menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.
Kemampuan suatu perusahaan dalam berinovasi, tidak diragukan lagi dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Terlebih di era Freemium dewasa ini, dimana konsumen semakin menuntut barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang justru semakin terjangkau, bahkan gratis. Sayangnya, proses inovasi tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset yang digelar PPM Manajemen Center of Innovation and Collaboration (CIC) dengan mensurvei 164 perusahaan di Indonesia menyebutkan hampir 80% perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa faktor biaya adalah salah satu faktor penghambat aktivitas inovasi, inovasi tidak serta-merta berkembang hanya dengan menambah dana R&D. Tantangan terbesar justru terletak pada upaya menggerakkan seluruh karyawan yang notabene adalah pelaku aktivitas inovasi itu sendiri, dan untuk memahami pentingnya berinovasi bagi kelangsungan dan keunggulan perusahaan. (Wikipedia, 2014)
	Anggota koperasi memiliki kewajiban antara lain: (1) Mematuhi AD/ART, (2) Partisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, (3) Mengembangkan kebenaran berdasarkan atas azaz-azaz kekeluargaan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya. Anggota koperasi juga memiliki hak antara lain:
1.	Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
2.	Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
3.	Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
4.	Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki wewenang antara lain; (a) Menetapkan anggaran dasar, (b) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha dan (c) Menetapkan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. 
Tugas-tugas pengurus adalah; (1) mengelola koperasi dan usahanya, (2) menyelenggarakan rapat anggota, (3) memelihara daftar buku anggota dan pengurus, (4) pengawas dipilih dari dan oleh koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas pengawas: (a) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, (b) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan wewenang pengawas adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang meningkat atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraaan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata. 
Menurut Syahyuti, ( 2006), komponen kelembagaan adalah  :
1.	Person. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2.	Kepentingan. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/ tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3.	Aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4.	Struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.
Menurut Saudin Sijabat, (2010). Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah:
a. Pengendalian anggota pada kelembagaan koperasi yang menjadi penekanan dalam organisasi dan manajemen koperasi adalah :
1) Pengurus, Pengawas dan Karyawan Koperasi
2) Kelengkapan dan pemeliharaan administrasi organisasi
3) Rencana Pengembangan Usaha Koperasi
4) Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat pengawas, pendidikan koperasi, dan kunjungan.
b. Usaha Koperasi.
Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengevaluasi usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan oleh usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut.
c. Laporan Pengurus
Laporan pengurus secara tertulis harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan rapat. Hal tersebut diperlukan agar setiap anggota mempunyai waktu untuk mempelajari dan mengevaluasi laporan dimaksud secara cermat. Dokumen Bahan Pengendalian Anggota pada Koperasi.
Dari perkembangan pelaksanaan rapat anggota yang biasa dilakukan oleh koperasi, beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dan perlu dicermati sebagai bahan pengendalian koperasi oleh anggota adalah sebagai berikut: 1) Susunan Acara Rapat, 2) Tata Tertib Rapat, 3) Berita Acara Rapat, 4) Perkembangan Organisasi, 5) Susunan Pengurus, Pengawas, 6) Daftar Karyawan Koperasi, 7) Surat Masuk dan Keluar, 8) Daftar simpanan anggota, 9) Ilustrasi Neraca 2 tahun terakhir, 10) Laporan Perhitungan Hasil Usaha, 11) Laporan Perhitungan Pembagian SHU, 12) Laporan arus kas, 13) Laporan perubahan kekayaan bersih, dan, 14) Laporan perubahan inventaris.
Pengelolaan koperasi tergantung dari barbagai faktror, akan tetapi pada umumnya setiap koperasi akan berpedoman pada “Tiga Sehat”. Adapun pedoman tiga sehat itu meliputi (blogspot.com, online 2 Agustus 2016) :
1.	Organisasi Sehat
a.	Adanya kelancaran komunikasi antara para pengurus antara pengurus dengan anggota, dan antara sesama anggota yang tercermin pada administrasi dan manajemen.
b.	Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian para anggota, bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan koperasi.  Sehat organisasi dalam arti bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dapat dijalankan sesuai ketentuan yang ada sehingga tidak ada lagi benturan-benturan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan karena semua pihak telah mengikuti aturan yang ada dalam AD maupun ART, begitu juga kesadaran antara anggota maupun pengurus d) dapat terjalin dengan baik agar koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan usaha, neraca, dan hasil rapat anggota tahunan koperasi
2.	Usaha Sehat
a.	Kegiatannya dijalankan dengan berdasarkan pada asas dan sendi dasar koperasi.
b.	Usahanya berjalan secara kontinu, dan setiap tahun buku terdapat sisa hasil usaha, setalah dipenuhi ketentuan yang seharusnya berlaku bagi tiap perusahaan.
c.	Ikut sertanya anggota diimbangi dengan jasa oleh koperasi kepadanya dan minimal anggota merasa tidak kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh koperasinya.




Suatu organisasi yang sehat dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep sehat organisasi yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Hussen (2014) dalam organisasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi dalam melalui rapat keanggotaan. Oleh sebab itu, peneliti dapat menguraikan bahwa kecenderungan seseorang dalam organisasi harus berpartisipasi aktif memberikan konstribusi dalam kegiatan rapat-rapat tentang kemajuan koperasi, menjadi tanggung jawab anggota terhadap akuntabilisasi kinerja koperasi.
Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Untuk itu, peneliti menilai bahwa anggota koperasi harus mematuhi Anggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Koperasi dan tingkat pertanggungjawaban anggota koperasi berkaitan dengan kemajuan koperasi serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Barrett, Pamela Bowen, (2001) berpendapat bahwa Penetapan AD & ART merupakan pertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas koperasi.
Moeheriono (2012), menjelaskan bahwa salah satu variabel pembentuk kompetensi inti organisasi yg baik adalah dari kompetensi individu karyawannya itu sendiri, antara lain percaya diri, mampu mengeluarkan pendapat. Organisasi dikatakan sukses bila organisasi tersebut dapat melandasi kegiatannya dengan krativitas inovasi yang tinggi, pengetahuan (knowladge) dan keterampilan/skill dari karyawannya. Seluruh karyawan harus mengikuti dari visi, misi organisasi, strategi program, semua itu diapresiasikan dengan kompetensi inti karyawan. Artinya menurut peneliti bahwa seluruh aktivitas individu anggota koperasi berdasarkan AD dan ART dan aktif menghadiri pelaksanaan rapat jika diundang.  Robbins, (1996) menjelaskan, organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar, yang tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Pendapat peneliti bahwa anggota yang terlibat dalam kepengurusan koperasi hendaknya aktif memberi peran kapan saja dan di mana saja, terkhusus apabila dilaksanakan rapat-rapat koperasi. Sejalan dengan pendapat Hussain (2014) bahwa dalam rapat keanggotaan koperasi, kecenderungan seseorang untuk turut aktif mengambil peran dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi.
SB Hari Lubis (1987), bahwa Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masingmasing, sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dimensi organisasi dapat dibedakan dalam dimensi struktural dan dimensi kontekstual yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Dimensi Struktural, menggambarkan karakteristik internal suatu organisasi yang terdiri atas; 1) Formalisasi, menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi, 2) Spesialisasi, menunjukkan derajad pembagian kerja dalam organisasi, 3) Standardisasi, menggambarkan derajad kesamaan dalam pelaksanaan kerja, 4) Sentralisasi, menunjukkan pembagian kekuasan menurut hirarki dalam organisasi, 5) Hirarki Otoritas, menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum, 6) Kompleksitas, menunjukkan banyaknya kegiatan (sub sistem) dalam organisasi yang terdiri kompleksitas vertikal dan horizontal, 7) Profesionalisme, menunjukkan tingkat pendidikan formal ataupun non formal rata-rata yang dimiliki anggota, dan 8) Konfigurasi, menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi ke dalam bagian-bagian secara vertikal maupun horisontal.
2. Dimensi Kontekstual, menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi yang mencakup : 1) Ukuran organisasi, menunjukkan jumlah anggota organisasi, 2) Teknologi organisasi, menunjukkan jenis dan tingkat teknologi dari sistem produksi organisasi, 3) Lingkungan, menggambarkan keadaan elemen lingkungan yang terdapat di luas batas-batas organisasi terutama elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi.
 Malayu SP Hasibuan (2001),  menjelaskan bahwa organisasi mengandung unsur-unsur yang membentuk keberadaan organisasi, sebagai berikut :
1.	Manusia (human factor), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin.
2.	Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
3.	Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4.	Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5.	Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6.	Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis.
7.	Lingkungan (environmental external social system), artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling memperngaruhi seperti adanya sistem kerja sama social.




Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk kegiatan usaha koperasi adalah dampak berupa manfaat yang diberikan atas usaha tersebut kepada lembaga dan anggota koperasi. Artinya harus memperhatikan usaha yang memberikan manfaat kepada anggota dan pertimbangan perolehan pendapatan dari usaha tersebut serta upaya-upaya strategi dalam perkembangan usaha. Yona Perwitasari, dkk (2013), Faktor pendukung yang mampu mendukung berkembangnya berbagai bidang usaha di koperasi ini adalah sebagai berikut: 
1.	Kepercayaan anggota yang didukung dengan manajemen yang solid; 
2.	Modal yang besar/ kepemilikan modal yang kuat membuat koperasi ini terus berkembang; 
3.	Sarana prasarana yang baik guna memudahkan segala bentuk pengelolaan bidang usaha–bidang usaha dalam koperasi ini. Adapun cara mengoptimalkan segala faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
 1) Sistem informasi yang terbuka melalui beberapa sosialisasi yang telah dilakukan dengan anggotanya melalui pengumuman yang ditempel untuk segi bidang usahanya, untuk kinerja keuangannya biasanya dibagikan dengan buku laporan pertanggungjawaban pada saat RAT; 
 2) Permodalan digunakan untuk menaikkan plaffon pinjaman agar banyak yang terserap ke anggota sehingga adanya modal itu, sebenarnya tidak semata-mata hanya untuk disimpan saja atau didepositokan; 
 3) Sarana prasarana dipakai dengan baik agar sarana dan prasarana ini mampu dimanfaatkan secara maksimal 
Dampak makro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungann organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. (Wikipedia, 2014). Karakteristik individu berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Pariasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.  




Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan saja seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami arus peredaran uang baik eksternal maupun internal.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwap pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.
Ramudi Ariffin, (2010) menjelaskan bahwa layanan perusahaan koperasi terhadap kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota identik dengan partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan (pengguna jasa) koperasi, bukan “penjualan” barang/jasa seperti layaknya ke konsumen di pasar. Layanan perusahaan koperasi kepada anggota mengandung muatan kewajiban untuk memberi dampak peningkatan perekonomian anggota. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Gagliardi, Francesca, (2009) bahwa pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan koperasi dapat dilihat dari SHU yang dicapai. 
Dengan demikian, pengertian SHU adalah sisa dari partisipasi anggota di dalam membiayai organisasi koperasi, bukan laba yang pengertiannya sebagai balas jasa terhadap modal. Perkembangan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45. Peneliti berpendapat berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sehat financial dapat tercapai jika aktivitas pengurus secara optimal melakukan tingkat perputaran dana seefektif mungkin dalam kegiatan pembiayaan operasional koperasi, seperti peningkatan perkembangan usaha, peningkatan pertumbuhan usaha, peningkatan jumlah pembagian SHU dan transparansi melaksanakan pelaporan perkembangan pelaporan penggunaan dana, pelaporan perkembangan perputaran dana koperasi, pelaporan jasa simpan pinjam dan senantiasa melakukan kegiatan evaluasi pendanaan.

F. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan  layanan  pendidikan.  Bahkan,  layanan  pendidikan  harus  dapat  menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan   untuk   mendukung   peningkatan   layanan   pendidikan   yang   bermutu   bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2012).
Diera globalisasi saat ini, fenomena koperasi sebagai salah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang ternyata bisa bertahan dan berkembang dalam situasi krisis global, menunjukkan bahwa peran koperasi sangatlah penting dalam peningkatan perekonomian terutama bagi sektor menengah ke bawah. Keberadaan koperasi tersebut agar bisa berkembang dan bersaing harus memiliki manajemen yang bagus dan didukung oleh SDM yang professional dalam pengelolaannya. Akan tetapi, kualitas SDM pengurus yang ada saat ini cenderung menjadi salah satu kendala internal yang perlu mendapat perhatian khusus agar bisa memiliki kompetensi dan mampu menggerakkan koperasi sebagai usaha peningkatan ekonomi kerakyatan. Sebagai salah satu upaya peningkatan SDM pengurus koperasi dan mewujudkan tiga sehat koperasi yaitu sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental.  Untuk memujudkan peranan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian dan alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya koperasi harus dikelola sebaik mungkin. 
Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi seyogyanya berfungsi untuk memajukan organisasi berdasarkan peran yang diberikan, untuk mencapai hal tersebut maka sumber daya yang terlibat senantiasa mengembangkan dirinya melalui berbagai metode, bahwa pelatihan adalah mempersiapkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka sekarang dan pengembangan mempersiapkan pegawai yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Oleh sebab itu diperlukan pula kualitas SDM dalam mengelola kelembagaan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilan, Nader Rajabi; Reshadat, dkk, (2012) bahwa penilaian terhadap kebutuhan koperasi, teknik pelatihan dan pendidikan yang berlaku, senantiasa melakukan program pendidikan dan pelatihan. Shofiatu Rahmah Sugis, (2011) bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel modal insani (dengan indikator pelatihan umum dan pelatihan spesifik) dan variabel modal sosial (dengan indikator dimensi struktural, dimensi relasional, dan dimensi kognitif) terhadap kinerja kelembagaan. 
Menurut Veithzal Rivai (2003), Sumber Daya Manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Gary Dessler (1997) adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang” atau Sumber Daya Manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan secara maksimal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Catherine; Hoyt, Ann, (2009) bahwa pelayanan berfokus pada kegiatan hidup sehari-hari yang berperan untuk pelaku yang telah diberikan oleh kombinasi dari organisasi nirlaba dan koperasi.
Pelatihan sumber daya manusia  (​http:​/​​/​www.pelatihan-sdm.net​/​" \t "_blank" \o "Pelatihan SDM​)mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan sumber daya manusia umumnya diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan yang telah ada, tujuannya adalah agar setiap karyawan tersebut mampu menghadapi situasi-situasi yang selalu berubah. Sementara itu program pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (​http:​/​​/​www.pelatihan-sdm.net​/​pelatihan-dan-pengembangan-sdm​/​" \o "Pelatihan dan Pengembangan SDM​) merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan sumber daya manusia lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. 
Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pengembangan sumber daya manusia lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana), sehingga diharapkan karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan penhembangan SDM  adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat professionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Ilham (2013). Pelaksanaan Program Pelatihan Konsep, praktek, dan masa depan dari pengembangan sumber daya manusia. Siriwai Prapan, Somsri, (2000)
Tjahjono Widarmanto (2008). Kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, dan penggerak koperasi meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan menejerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun networking, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Semua kompetensi tersebut di atas apabila bisa dikembangkan secara maksimal akan menjadi kekuatan yang besar dalam membangun koperasi yang berkualitas. Selanjutnya Moeheriono (2012) mengatakan bahwa di tempat kerja, apabila seseorang mempunyai kompetensi secara baik atau tinggi jika diintegrasikan dengan kompetensi jabatan, maka orang tersebut kemungkinan besar akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Pengukuran kompetensi dasar pada setiap individu seseorang telah memudahkan pihak pengelola manajemen atau manager untuk lebih  mudah menempatkan orang yang tepat dan tepat pada pekerjaannya (the right man on the right job). 
Tri Budiarto (​http:​/​​/​www.kompasiana.com​/​paansiih​), (2013), pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai outcomes pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota. Mereka juga bersedia bergabung dengan koperasi dalam jangka panjang, serta menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan strategi yang diterapkan koperasi. Manfaat-manfaat inilah yang akan menjadi daya saing koperasi yang tidak mudah diikuti oleh pesaingnya. Kompetensi dan komitmen dapat dikaji pada berbagai tingkatan organisasi koperasi namun, tidak sedikit koperasi yang menyia-nyiakan akan pelatihan dan pendidikan yang diberi, antara lain : a) kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya pelatihan dan pendidikan, b) sudah merasa bahwa koperasi tersebut telah berhasil, c) kurangnya partisipasi anggota, d) merasa akan pemahaman tentang koperasi telah memadai, e) sosialisasi koperasi yang belum optimal, dan f) banyak dari anggota, pengurus, maupun ketua koperasi yang kurang mendukung berjalannya koperasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa koperasi dapat berhasil apabila memenuhi kriteria aspek mikro dan aspek makro. 
Kriteria aspek mikro adalah berkaitan dengan fungsi dan aspek-aspek pendukungnya yakni guna memenuhi kebutuhan dari para anggota sehingga mampu mensejahterakan anggota-anggotanya. Keberhasilan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh proses pendirian koperasi itu sendiri dan terdapatnya tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan kebutuhan bersama dari pada anggotanya tersebut. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya koperasi (wirakoperasi) yang mutlak diperlukan dalam pengembangan koperasi dalam jangka panjang. Pemahaman yang utuh terhadap koperasi dari anggota sebagai dampak kinerja pendidikan dan latihan, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai outcomes pendidikan manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan anggota. 
Rani Puspitasari (2003), manajemen koperasi yang kurang berkembang diantaranya disebabkan oleh kurang apiknya pengelolaan oleh sumber daya manusia yang kurang begitu kompeten dalam menghadapi kemajuan zaman dan teknologi. Manusia sekarang memang kurang memahami apa arti manajemen itu sendiri, oleh karnanya hampir dalam segala aspek dan bidang terutama koperasi tidak dapat terorganisir antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, serta kurang terorganisir juga hubungan antara atasan dengan anggota dibawahnya. Solusi yang tepat dalam menangani masalah ini adalah dengan cara lebih memerhatikan para anggota dalam melakukan segala tindak pekerjaannya, serta dengan cara memberikan penyuluhan secara rutin kepada anggota pada kurun waktu yang sama.
Peneliti berargumentasi berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat dicapai jika program pelatihan seperti simulasi pelatihan usaha, pelaksanaan kegiatan dan model pelatihan berbasis teknologi dan UKM yang berorientasi kreatif dan inovatif optimal dilaksanakan. Selain itu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pelatihan usaha yang telah dilaksanakan. 

G. Kinerja Kelembagaan 

Dalam ilmu ekonomi banyak sekali indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, menggambarkan kondisi, menjelaskan situasi tertentu, atau membuat bentuk dari suatu ketidakteraturan yang terjadi pada suatu dimensi tertentu. Salah satu elemen kunci untuk mengukur level kinerja organisasi adalah dengan menetapkan serangkaian indikator kinerja utama yang dianggap relevan dan penting. Indikator kinerja utama atau (key performance indicators) merupakan kriteria yang bersifat terukur (measurable) dan dianggap sebagai parameter kunci untuk menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu agar koperasi tetap dapat hidup di sektor ekonomi, maka salah satu teknik penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja, pembangunan pedesaan dan lainnya bahkan pembiayaan usaha kecil dan menengah, termasuk keputusan tentang pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kinerja koperasi secara total, Simeyo Otieno, (2013).
Torka, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam perusahaan adalah kunci utama memberikan konstribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. Departemen pemasaran pada setiap organisasi adalah internal faktor paling penting dan komunikasi yang efektif mempunyai peranan mempromosikan kinerja. Menurut Moeheriono, (2012), Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis.  Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, fungsi, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. 
Brudan (2010) menjelaskan bahwa baik di tingkatan organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Antara gagasan, tindakan dan hasil terdapat suatu perjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering digunakan di keseharian yang menggambarkan perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah "kinerja”(id.wikipedia.org/.../Manajemen). Jocheb Ropke, 1997; Garbarino and Johnson 1999, Gruen et al. 2000. Menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan anggota koperasi yang ditunjukkan melalui capaian hasil selama pelak sanaan kegiatan operasional dalam periode tertentu. Prawirosentono (1999) menyatakan bahwa kinerja adalah basil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka nienca.pai tujuan organisasi secara legal, bermoral dart beretika. 
Robbins (1994) mengemukakan bahwa : “performance is the measurement of result, it asks the simple question did you get the job done”. Yang dapat diartikan bahwa kinerja merupakan ukuran suatu hasil yang menyatakan pertanyaan sederhana apa yang anda peroleh dari tugas yang telah dilaksanakan. Ramudi Ariffin, (2010) Mengukur kinerja koperasi baik sebagai unit-unit ekonomi mikro maupun makro sebagai gerakan ekonomi rakyat, dapat dilakukan dari berbagai segi menurut kepentingannya. Tetapi indikator apapun yang hendak ditampilkan seharusnya tidak dilepaskan dari dasar pengevaluasiannya yaitu tujuan dikembangkannya kehidupan berkoperasi yaitu dalam upaya membangun ekonomi masyarakat secara mandiri. Bantuan diberikan harus ditempatkan sebagai faktor stimulus yang membangkitkan respon untuk mampu menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri dan percaya diri. Makna dan isi dari istilah kinerja secara komprehensif didiskusikan oleh Folan et al (2007) yang menegaskan tiga prioritas dari kinerja (id.wikipedia.org/):
1.	Pertama, kinerja butuh dianalisa berdasarkan setiap entitas di dalam lingkup lingkungan di mana dia beroperasi. Sebagai contoh kinerja suatu perusahaan harusnya dianalisis di lingkup target pasar di mana dia beroperasi dan bukannya yang tidak relevan dengan wilayah operasinya.
2.	Kedua, kinerja selalu terkait dengan satu atau lebih tujuan organisasi yang ditentukan oleh organisasi yang mana kinerjanya dianalisa. Oleh karenanya, suatu organisasi mengevaluasi kinerjanya berdasarkan pada tujuan dan target yang ditentukan dan diterima secara internal dan bukannya atas target yang digunakan oleh entitas di luar dirinya.
3.	Ketiga, kinerja disaring menjadi karakteristik yang relevan dan bisa dikenali.
Blumenthal (2003) menyatakan bahwa peningkatan kinerja bisa merupakan hasil perbaikan dari salah satu atau lebih aspek berikut ini: (1) Stabilitas organisasi yang terkait apakah layanannya bisa secara konsisten dihantarkan dan organisasi bisa terus bertahan; (2) Stabilitas finansial yang terkait dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, semisal, kemampuan untuk membayar tagihan-tagihan. Stabilitas finansial seringkali kurang dihiraukan sebagai perihal yang penting dalam pembangun kapasitas; (3) Kualitas program (produk dan layanan) yang didasarkan pada indikator dampak, termasuk riset memadai tentang bagaimana program yang efektif serta sistem pengelolaan hasil keluaran; (4) Pertumbuhan organisasi yang didasarkan pada kemampuan mendapatkan sumberdaya dan menyediakan lebih banyak layanan. 




Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah sesuatu yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan berorientasi kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Oleh sebab itu kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. 
Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Todaro (2000) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.
Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan inprastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global. 
E. Mitchell, John (2010), kesejahteraan pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemampuan suatu bangsa atau Negara untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi mereka sendiri. Manajemen yang berkelanjutan mempertimbangkan semua aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan nilai-nilai social untuk mencapai suau masa depan berkelanjutan. Yudtriasnanto, (2011) jadi sustainable management asset berfungsi sebagai dasar pengelolaan masyarakat dan asset yang mereka miliki dalam usaha pencapaian tujuan sustainable asset management, dengan sustainable development sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian dalam aplikasinya mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan berupa pembentukan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana dari upaya pencapaian kesejahteraan mereka. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk membangun pemberdayaan masyarakat pesisir melalui proses kegiatannya. Indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS Indonesia (2014) adalah kependudukan, kesehatan dan Gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan kemiskinan dan sosial lainnya.
Stookey (2010), Secara umum kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka aspek sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan untuk mereka bantuan sosial. Secara ekonomi, beban meraka akan juga dapat diatasi melalui dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri dengan cara membangkitkan etos kerja dan motivasi bekerja melalui peningkatan keterampilan kerja mereka. Tingkat kesejahteraan anggota melalui usaha yang dijalankan dengan keberadaan koperasi, tingkat taraf hidup masyarakat melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi. 
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu: pertama, menciptakan suasana  atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. 
Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beberapa indikator kesejahteraan diantaranya adalah jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnyan. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima, dengan pendapatan masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Kesempatan mengikuti pendidikan, taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga. Rusdiana dan  Wahyuning (2009), perkembangan  usaha anggota taraf hidup anggota didasarkan pada perkembangan usaha keluarga. 
Prawirokusumo, (2001), atas adanya kesempatan anggota koperasi mengikuti pendidikan dan berkembangnya usaha anggota koperasi menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Stookey, 2010; ZaId & Rao, 2003, bahwa tingkat taraf hidup anggota melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi. Taraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga (Ciptani,2000;  Rusdiana  dan  Wahyuning,  2009). Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel, 2005). Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan neoclassical welfare theory menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya new contractarian approach yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan new contractarian approach ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan. 








Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
PENELITI	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	PERBEDAAN
Analysis of three factors influencing the performance of fishing cooperative organizations of Yucatan, MexicoTorres-Lara, Ricardo. 2001. (Analisis tiga faktor yg memengaruhi kinerja dari organisasi koperasi perikanan) yucatan , meksiko torres-lara , ricardo .2001 .	mixed-methods non-parametric koefisien korelasi spearman ( RHO ) antara variabel dependen dan independen, wawancara dan pengamatansejumlah aturan operasionalPengelolaan sumber daya alam	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Exploring interactions during multiorganizational policy implementation: A case study of the VirginiaCoastal Zone Management programMcNamara, Madeleine Wright. 2008. 	Studi kasus; manajemen zona pesisir Penyelidikan empiris adanya interaksi dari berbagai jenis kontribusi multiorganizational Penerapan kebijakan, kolaborasi, koordinasi kerja sama, pengaturan multiorganizational, dan jaringan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  
Institutional arrangements for cooperative fisheries management: A case study of the Newfoundlandand Labrador northern shrimp fishery,Noble, Bram F. Wilfrid Laurier, 1999	Kajian literatur berfokus pada pengurus koperasi dan analisis SWOTaturan institusi,sistem teori, ecosystem-based manajemen, pengelolaan kawasan pantai, dan pembangunan ekonomi yang diadaptasi untuk mengembangkan suatu model normatif dan kelembagaan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga
Analisis Tingkat KesehatanLembaga Keuangan Syariah:Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Tahun 2000-2011. Lucky Megalia Nornita. 2012	Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Bina Ihsanul Fikri Berdasarkan StandarPedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BMT dari PINBUKPrediksi kinerja keuangan BMT Bina Ihsanul Fikri pada tahun 2012apabila diprediksi dengan semi averages method mendapatkan predikatkurang sehat.	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga
The changing face of corporate ownership: Do institutional owners affect firm performance?Rubach, Michael Joseph. The University of Nebraska - Lincoln, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 1997	Analisis Kinerja keuangan, Analisis survey dan wawancaraKinerja kelembagaan koperasiPengambilan keputusan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga
An Examination of the Perceived Leadership Practices and Organizational Commitment of Active Duty Air Force Personnel and Government Civil Service Employees. Donald S. Metscher, 2005	Metode survey dan kuisionerPraktik kepemimpinan dan komitmen organisasi	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi


Analisis Kinerja Keuangan dan IdentifikasiFaktor - faktor Utama dalam PenguatanKoperasi Susu di Jawa Tengah.  Arif Sugianto 2012	Variabel kinerja keuangan- Bimbingan konsultasi dan- Jaringan pemasaran- Rasio keuangan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Karyawan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Annisa Aini dan Achmad Hendra Setiawan, 2006.	Analisis Regresi Liner BergandaKonstribusi keuangan anggotaPemanfaatan jasa pelayanan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Model Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Menengah Melalui Pengembangan Modal Insani dan Modal Sosial. Shofiatu Rahmah Sugis, 2011.	Importance Performance Analysis (IPA) yang akan dijadikan landasan dari perilaku pendukung dalam pencapaian visi pada The House Model. Penelitian dilanjutkan dengan Force Field Analysis (FFA) untuk mengidentifikasi danMengidentifikasi :Mengukur pencapaian visi the hause modelMengukur factor penghambat dan pendukung UKM	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Pada Kpri Jujur Pemkab Bintan Di Tanjungpinang. Mustakim	untuk mengetahui kinerja Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Adapun penilaiannya terdiri atas tujuh aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Mina Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta). P. Dewi Setyarini, Musa Hubeis dan Darwin Kadarisman.2010.	Metode yang digunakan adalah :Balanced Scorecard (BSC).keuangan, pelanggan/nasabah, proses bisnis internal  pembelajaran & pertumbuhan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
A Multidimensional Approach To Employee Participation And The Association With Social Identification InOrganizationsJoensson, Thomas. 2008(Sebuah pendekatan multidimensional peran untuk karyawan dan hubungannya dengan identitas sosial di organisasi)	Metode KuesionerPartisipasi karyawan dengan karyawanPartisipasi hubungan karyawan dengan organisasi	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Employee Participation: An Evaluation Of Labor Policy Alternatives. Maranto, Cheryl L. 1994	Tinjauan teoritis dan Analisis EmpirisSerikat kerjaProduktivitas karyawan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Penguatan Kelembagaan Lokal Dengan Model Co-Management Dalam Rangka Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Kastana Sapanli, Aprianty, Gustav M. Irsyad , M. Firdaus, Bambang Budiansyah PS, 2006	Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal)Mengidentifikasi :identifikasi pihak-pihak yang terkait (stakeholder analysis) identifikasi dan akomodasi keinginan masyarakat; identifikasi kriteria yang masyarakat inginkan identifikasi indikator yang diperlukan untuk evaluasi bersama masyarakat dan koleksi data bersama masyarakat	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Analisis Faktor Kinerja Organisasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali(Suatu Pendekatan Perspektif Balanced Scorecard) Ketut Gunawan, 2009	Menggunakan metode analisis :Balanced scorecard yang dikemukakan oleh Kaplan dan NortonPengukuran variabel: Kinerja Organisasi menggunakan pengukuran skala likert 5 poin dengan pilihan sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), antara setuju dan tidak setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). aspek perspektif pembelajaran yang meliputi: pemberdayaan karyawan dan kuntabilitas Personal; aspek perspektif finansial yang  meliputi: Pertumbuhan pendapatan; aspek perspektif pelanggan yang meliputi: jumlah pelanggan baru dan kesetiaan pelanggan;aspek perspektif bisnis internal yang meliputi: kemampuan Inovasi.	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
AnalisisKelembagaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Pitson Kutani, Budy Wiryawan, Tri Wiji Nurani, 2010.  	Analisis RAPFISH untuk mengetahui keberlanjutan kelembagaan; Analisis IFAS untuk mengidentifikasi strategi alternatif kelembagaan. Peranan dan kinerja lembagaKeberlanjutan kelembagaan DKPStrategi untuk penguatan kelembagaan programOptimalisasi media Pengelolaan keuangan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Studi Implementasi Program PemberdayaanEkonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)Di Kelurahan Tanjung Mas KecamatanSemarang Utara Kota Semarang, Mohamad Lestari, 2004	Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah - Variabel tergantung, yaitu implementasi program (Y)- Variabel bebas, yang meliputi :a. Tingkat komunikasi (X1)b. Kemampuan kerja pelaksana program (X2)c. Sikap kerja pelaksana program (X3)	Variabel tergantung adalah Kinerja koperasi dan Kesejahteraan anggota (YZ) dan variable bebeas meliputi  - Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
From Reaction To Initiative: Potentials Of Contributive ParticipationCerar, Aidan. Urbani Izziv, 2014	Analisis KasusPartisipasi masyarakat dan perencanaan tata ruangReaksi terhadap rencana dan tindakan	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Pada KPRI Jujur Pemkab Bintan Di Tanjungpinang Oleh : Mustakim, 2014	Menggunakan metode analisis Rasio Permodalan, Kualitas Aktiva Produktiv, Manajemen, Efesiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi.	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Pendekatan Balanced Scorecard Untuk Mengukur KinerjaMenyeluruh Organisasi Koperasi Kpri Kesra Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Runggu B. Napitupulu, Marion Sibarani, 3) Chainar Elliria,SYudi Nugroho2010	Balanced Scorecard dan Kinerja Keuanganperpektif pelanggan, perpektifproses bisnis, & perpektif pertumbuhan/pembelajaran	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Identifying the Factors Affecting the Participation of Agricultural Cooperatives' MembersArayesh, Bagher. 2011	Penelitian quasi-experimental researcher-made questionnair random sampling RegresiKesimpulan :mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota koperasi pertanian.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa unsur politik , ekonomi , faktor sosial dan manajerial yang memiliki efek positif pada variabel bergantung dari ' ' partisipasi anggota koperasi pertanian	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga  Koperasi
Performance’s Assessment of Multipurpose Cooperative of Government Employees of Semarang City Period. Margaret Setyowati Iin Indarti,2011.	Teknik Analisis Data dengan menggunakan  rasio - rasio keuangan.Skor Predikat80 ≤ X < 100 Sehat60 ≤ X < 80 Cukup Sehat40 ≤ X < 60 Kurang Sehat20 ≤ X < 40 Tidak Sehat< 20 Sangat Tidak SehatSumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009Aspek yang diteliti :Aspek permodalanAspek kualitas aktivaAspek manajemenAspek efisiensiAspek likuiditasAspek kemandirianAspek jati diri koperasi	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Sehat financial- Sehat Usaha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- Kinerja Lembaga  Koperasi 
Analysis Of The Performance Of Village Cooperative Unit Makaryo Mino For Community Empowerment Fishermen In The Pekalongan (Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Makaryo Mino Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Pekalongan (Brefin Mushtaf Adam*), Abdul Rosyid, dan Imam Triarso).2013	Metode analisis mengunakan Balance Scorecard (BSC) dan penentuan strategi mengunakan Analisis SWOT. Alternatif solusi dalam upaya mencapai pemberdayaan masyarakat nelayan sesuai hasil analisis SWOT didapatkan hasil penerapan strategi S-O (Strength-opportunity) yaitu berkerjasama dengan pemerintah kota menyediakan fasilitas dan sarana prasarana pendukung	Analisis SEM, populasi dan sampel, wawancara dan kuisioner- Sehat organisasi- Kompetensi SDM- Kinerja Lembaga
J. Kerangka Pikir

	Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka memberi alur pikir dari proses penelitian ini. Kerangka pikir ini didasari oleh keberadaan koperasi pada wilayah pesisir, khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kerangka pikir ini dimaksudkan untuk menggambarkan alur pikir yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini yang bersumber dari studi lapangan. 
































Adapun pengembangan  hipotesis dirumuskan sebagai berikut :
1.	Terdapat pengaruh langsung positif sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
2.	Terdapat pengaruh langsung positif sehat financial terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
3.	Terdapat pengaruh langsung positif sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
4.	Terdapat pengaruh langsung positif kompetensi SDM terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
5.	Terdapat pengaruh tidak langsung positif sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
6.	Terdapat pengaruh tidak langsung positif sehat financial terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
7.	Terdapat pengaruh tidak langsung positif usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
8.	Terdapat pengaruh tidak langsung positif kompetensi SDM terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
9.	Terdapat pengaruh langsung positif kinerja lembaga koperasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar,
L. Matriks Operasional Variabel

Tabel 2.2. Matriks Operasionalisasi Variabel
Variabel/Konsep Variabel 	Sub Variabel/Dimensi	Indikator	Ukuran	Skala	No. Item
	Sehat Organisasi(ξ1) Organisasi yang sehat, Iklim organisasi dan Keanekaragaman penilaian, (Lowry  Hanges), 2008			Komitmen pada pelayanan prima di semua tingkat an dalam rangka un tuk membangun kebudayaan dari vi si bersama, nilai-nilai, & kepemim pinan.	Ordinal	X1
	1.Rapat Keanggo taan.Kecenderungan seseorang untuk tu rut aktif mengam bil peran dalam me nentukan kelangsu ngan hidup kope rasi dalam mela lui rapat keanggo taan (Hussain,  2014)	Kehadiran da lam rapat anggotaKeaktifan dalam rapat anggota Keterlibatan dalam rapat anggota	Tingkat kehadiran dalam rapat anggotaTingkat keaktifan dalam rapat anggota Tingkat keterliba tan dalam rapat anggota	OrdinalOrdinalOrdinal	X1.1X1.2X1.3
	2. Penetapan AD & ARTPertanggungjawaban pengurus sebagai cerminan akuntabilitas ko perasi (Barrett, Bowen), 2001	Penetapan Anggaran dasar & angga ran rumah tanggaKegiatan ope rasional berda sarkan AD & ART Bertanggung jawab dalam bekerja pada lingkungan organisasi	Tingkat penetap an kegiatan berdasarkan ang garan dasar  dan anggaran RTTingkat pelaksa-naan Operasional berdasarkan AD & ART Tingkat melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja dalam organisasi	OrdinalOrdinalOrdinal	X1.4X1.5X1.6
	Laporan Pertanggung jawaban PengurusAkuntabilitas kinerja, (Kim, Seungyong), 2003	tanggung ja wab tugas pengurusTanggung ja wab anggotaUmpan balik atas pekerjaan yang telah dilakukan	 Tingkat tanggung jawab tugas pengurus Tingkat tanggung jawab anggota  Tingkat partisipa si anggota	OrdinalOrdinalOrdinal	X1.7X1.8X1.9
Sehat Financial (ξ2)Pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik, (Holmberg, Lennart), 2005			Merencanakan anggran, laporan keuangan & pem  bagian hasil usaha serta keinginan un tuk mendapat kan yang terbaik ten tang pembiayaan sehingga dana dapat diarahkan dan bermanfaat	Ordinal	X2
	1.Perencanaan Anggran Perputa ran anggaran da lam koperasi, (Tamil-Mani), 2004	Proses perpu taran danaPembiayaanPemantauan/evaluasi	Tingkat perputa ran dana anggotaTingkat pembia-yaan operasional koperasi Tingkat evaluasi pendanaan	OrdinalOrdinalOrdinal	X2.1X2.2X2.3
	2.Laporan Keuang anPerkembangan keu angan & perkem bangan Kope rasi Masyarakat, (Qin, Otieno), 2013	Laporan jum-lah simpananLaporan perkembangan penggunaan danaLaporan perkembangan perputaran dana 	Tingkat pelapor-an jasa simpananTingkat pelaporan perkembangan penggunaan danaTingkat pelaporan perkembangan perputaran dana	OrdinalOrdinalOrdinal	X2.4X2.5X2.6
	3,Sisa Hasil UsahaPertumbuhan dan perkembangan keuangan perusa haan koperasi, (Gagliardi, Francesca), 2009	Perkembangan usahaPenilaian pertumbuhanPembagian jasa	Tingkat perkem bangan usahaTingkat  pertumbu han usahaTingkat Pembagi- an SHU	OrdinalOrdinalOrdinal	X2.7X2.8X2.9
Sehat Usaha (ξ3) Strategi dalam layan an usaha koperasi, (Canet-Giner, Marta), 2010			Kemampuan memanfaatkan ling kungan, kemampu an mendapatkan informasi dan kemampuan bersaing	Ordinal	X3
	Pelayanan UsahaPrinsip-prinsip eko nomi untuk menye lamat-kan koperasi & ekstensi layanan usaha (Hoag, Dana L.), 2005	layanan konsultasi  Layanan usahaLayanan kebutuhan	Tingkat layanan konsultasi  Tingkat layanan usahaTingkat layanan kebutuhan/pinjaman	Ordinal OrdinalOrdinal	X3.1X3.2X3.3
	Studi Kelayakan UsahaPeran koperasi dan model bisnis untuk keberhasilan program, (Beuchelt, Tina;, Manfred),, 2013	Peran anggota dalam menyu sun perkemba ngan usaha koperasi Strategi pening katan kerjasa maPeran dalam  membuat renca na bisnis/usaha	Tingkat peran anggota dalam menyusun per-kembangan usaha koperasi Strategi pening katan kerjasamaPeran dalam  dalam membuat rencana usaha	OrdinalOrdinalOrdinal	X3.4X3.5X3.6
	Laporan Perkem bangan usahaPembangunan koperasi.(Booth; O'Brien, Kathleen), 2011	Laporan pengembangan usahaStrategi pengem-bangan usahaPeluang dan tantangan	Tingkat partisipa si anggota menyu sun laporan pengemb usaha Tingkat peran ang gota menyusun rencana strategi usahaTingkat peran anggota menemu kan dan memanfa atkan peluang usaha 	OrdinalOrdinalOrdinal	X3.7X3.8X3.9
Kompetensi SDM(ξ4) Model pengembang an kompetensi ke lembagaan,(Bernotavicz, Kay Dutram dkk), 2002			Mengidentifikasi kekuatan organisa si dan memfasi litasi proses dima na karyawan bersama struktur organisasi mem buat pro ses kerja yang memaksi malkan produkti vitas per sonal dan efekti vitas organisasi, dan meningkat kan iklim organi sasi yang dibutuhkan 	Ordinal	X4
	Program Pendi dikan dan Pelati hanPenilaian terhadap kebutuhan kopera si, teknik pelatih an dan pendidikan yang berlaku, (Gilan,Reshadat),  2012	Pengembangan Program pela tihanUji coba atau simulasi program pelatihan usahaEvaluasi peng embangan pro gram Pelatihan 	Tingkat pengem bangan program pelatihan Tingkat pelaksana an simulasi pelati han usahaTingkat evaluasi pengembangan program pelatihan 	OrdinalOrdinalOrdinal	X4.1X4.2X4.3
	Pelaksanaan Program PelatihanKonsep, praktek & masa depan peng embangan sumber daya manu sia. (Siriwai Prapan, Somsri), 2000	Pelaksanaan kegiatan pelatihanPengawasan kegiatan pelatihan usahaEvaluasi hasil kegiatan pelatihan	Tingkat pelaksa naan kegiatan pelatihanTingkat pengawa san kegiatan pelatihan usahaEvaluasi hasil kegiatan pelatihan	OrdinalOrdinalOrdinal	X4.4X4.5X4.6
	Pengembangan Model PelatihanKerangka kegiatan program pelatihan sumberdaya manusia. (Siriwaiprapan, Somsri), 2000	Pengembangan model pelatih an berbasis teknologiPengembangan model pelatih an berbasis UKMPengembangan model pelatih an berorientasi kreatif dan inovatif  	Pengembangan model pelatihan berbasis teknologiPengembangan model pelatihan berbasis UKMPengembangan model pelatihan berorientasi kre atif dan inovatif  	OrdinalOrdinalOrdinal	X4.7X4.8X4.9


Kinerja Lembaga Koperasi  (η1) Kemampuan koperasi memanfa atkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil pada suatu periode terten tu dan melebihi dari target yang direnca nakan. (Weston dan Copeland, 1995:238)			Tingkat kemampuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota	Ordinal	Y1
	Perkembangan    UsahaUpaya yang dilaku kan anggota kopera si yang ditunjukkan melalui ca-paian hasil selama pelak sanaan kegiatan ope rasional dalam peri ode tertentu. (Jocheb Ropke, 1997; Garbarino and Johnson 1999, Gruen et al. 2000)	Jumlah unit usaha yang dikelolaHasil dari unit usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentuPertumbuhan usaha yang dijalankan	Pertambahan jumlah usaha yang dikelolaPertambahan  hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentuPertumbuhan usaha yangdijalankan	OrdinalOrdinalOrdinal	Y1.1Y1.2Y1.3
	Perkembangan Jumlah AnggotaBertambahnya jumlah anggota yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan SHU. (Jocheb Ropke), 1997	Pertambahan jumlah anggotaPertambahan  jumlah penyertaan modal anggotaPertambahan pendapatan anggota	Tingkat pertambahan jumlah anggotaTingkat pertambahan  jumlah usaha dan penyertaan modal anggotaTingkat pertamba-han pendapatan anggota	OrdinalOrdinalOrdinal	Y1.4Y1.5Y1.6
	Perkembangan SHUPerkembangan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi bia-ya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkut-an. (UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45)	Perkembangan SHUEfisiensi pengelolaan  hasil usahaPenerimaan SHU tepat waktu	Tingkat perkembangan sisa hasil usaha (SHU)Tingkat efisiensi pengelolaan  hasil usahaTingkat penerimaan SHU tepat waktu	OrdinalOrdinalOrdina	Y1.7Y1.8Y1.9
Kesejahteraan Anggota Koperasi (η2) Tingkat taraf hidup anggota melalui hasil usaha yang dijalankan dengan bantuan modal koperasi. (Stookey, 2010; ZaId & Rao, 2003)			Tingkat kesejahteraan anggota melalui usaha yang dijalankan dengan keberadaan koperasi	Ordinal	Z
	Kesempatan mengikuti pendidikanTaraf hidup anggota didasarkan pada kebutuhan pendidikan keluarga (Ciptani,2000;  Rusdiana  dan  Wahyuning,  2009).	Kebutuhan pembia yaan jenjang pendi dikan keluarga anggotaKebutuhan me ngikuti jenjang pendidikan ke luarga anggotaKebutuhan mengikuti kur sus keterampil an bagi keluar ga anggota	Tingkat peluang membiayai pendi dikan Keluarga anggota.Tingkat kebutuhan mengikuti jenjang penddikan keluarga anggotaTingkat kebutuhan  mengikuti kegiatan kursus keterampilan bagi keluarga anggota	OrdinalOrdinalOrdinal	Z1.1Z1.2Z1.3
	Perkembangan  usaha anggotaTaraf hidup anggota didasarkan pada perkem bangan usaha keluarga. (Prawirokusumo),  2001	Kelancaran usaha anggotaTingkat produktivitas usaha anggotaLuas pasar	Tingkat kelancar an usaha anggotaTingkat produkti vitas usaha anggotaPerkembangan pangsa pasar	OrdinalOrdinalOrdinal	Z1.4Z1.5Z1.6








A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian





Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif karena penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang berupa sumber data primer (wawancara dan kuesioner),  dan data sekunder sekunder diperoleh dari Data Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kab.Pangkep dan Dinas Koperasi Kabupaten Takalar. Dinas Koperasi, serta kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interprestasi bahan tulisan berdasarkan kajian penelitian (buku teks, naskah, artikel, jurnal dan sejenisnya).

C. Sasaran dan Fokus Penelitian





Deskripsi fokus penelitian ini adalah mengkaji pengaruh sehat organisasi, sehat financial, sehat usaha dan kompetensi sumber daya manusia, kinerja lembaga koperasi dan kesejahteraan anggotan koperasi.

 
Deskripsi fokus adalah sebagai berikut:
1.	Variabel Eksogen :
ξ1  = Sehat Organisasi
	X1 = Rapat Keanggotaan
	X2 = Penetapan AD & ART
	X3 = Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
ξ2  = Sehat Financial
X4 = Perencanaan anggaran
	X5 = Laporan Keuangan
	X6 = Sisa Hasil Usaha
ξ3  = Sehat Usaha
X7 = Pelayanan
	X8 = Studi Kelayakan Usaha
	X9 = Laporan Perkembangan Usaha
ξ4  = Kompetensi SDM
X10 = Program Pendidikan dan Pelatihan
	X11 = Pelaksanaan Program Pelatihan
	X12 = Pengembangan Model Pelatihan
2.	Variabel Endogen
η1 = Kinerja Lembaga Koperasi
	Y1 = Perkembangan Usaha
	Y2 = Perkembangan Jumlah Anggota
Y3 = Perkembangan SHU
η2 = Kesejahteraan Anggota
	Z1 = Kesempatan Mengikuti Pendidikan
	Z2 = Perkembangan Usaha Anggota
	Z3 = Perkembangan Profitabilitas Usaha

















Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran kuantitatif yang sifatnya ordinal yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan kuesioner. Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul dan pengukur data yang digunakan dalam kajian ini, maka sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan layak tidaknya instrumen dalam pengukuran data.
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah  atau valid tidaknya  suatu  kuesioner. Suatu kuesioner  dikatakan valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut, dimana dikatakan validnya suatu iten pertanyaan dalam kuesioner apabila memiliki nilai koefisien korelasi diatas dari 0,30. Imam Ghozali,  (2009). 
Uji reliabilitas merupakan alat  untuk  mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel atau  handal jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu ke  waktu. Pengukuran  reliabilitas  dilakukan  dengan  cara one  shot  atau pengukuran  sekali saja dengan  alat  bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha. Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliable  jika  memberikan  nilai  Cronbach  Alpha  > 0.60 Nunnally, (2009). 

1.  Uji Validitas Instrumen
Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga jika skala pengukuran tidak valid, maka tidak akan bermanfaat karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan setiap item pertanyaan atau pernyataan pada setiap variabel. Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi momenproduk dari Pearson berbasis komputerisasi (Sugiyono, 2008:356) yaitu: dengan cara mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan/pernyataan dengan rumus sebagai berikut :
  
dimana :
r		=  Koefisien Validitas item yang dicari
X  	=  Skor yang diperoleh dari subyek dalam tiap item
 X	=  Jumlah skor dalam distribusi X
 Y	=  Jumlah skor dalam distribusi Y
 X2	=  Jumlah kuadrat pada masing-masing X
 Y2	=  Jumlah kuadrat pada masing-masing Y
 XY	=  Jumlah skor total dalam distribusi X dan Y 
N		=  Jumlah Responden
Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikansi 5%) rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut: (Umar, 2001:134)
                                                
	Keputusan pengujian diambil dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Item pertanyaan diputuskan valid bilai nilai thitung lebih besar dari ttabel. Demikian pula sebaliknya diputuskan tidak valid bila thitung sama dengan atau lebih kecil dari ttabel.
Berdasarkan hasil analisis uji validitas untuk semua variabel yang dikaji menunjukkan nilai Person Correlation semua item pertanyaan atau indikator pada masing-masing variabel konstruk menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0.05 atau nilai Person Correlation memiliki tanda (**), sehingga dapat dikemukakan bahwa semua instrumen pertanyaan atau indikator pada setiap variabel konstruk adalah valid sebagaimana yang dapat dilihat pada lampiran hasil uji validitas instrumen.

2.  Uji Reliabilitas Instrumen 
Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen pertanyaan menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi dalam mengukapkan gejala tertentu dari responden, walaupun dilakukan dalam waktu yang berbeda terhadap pertanyaan yang sudah valid. 
Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi belah dua (Split-Half) dengan menggunakan formula Spearman-Brown (Sugiyono: 2008:359). Skor interval dari item-item yang berurutan ganjil dijumlahkan sehingga diperoleh skor total belahan ganjil. Demikian halnya interval item-item berurutan genap dijumlahkan dan diperoleh skor total belahan genap. Selanjutnya skor total belahan ganjil dan genap dikorelasikan dengan menggunakan koefisien korelasi momen produk dari Pearson (Sugiyono, 2008:359) sebagai berikut :
 
dimana :
ri   = 	Reliabilitas internal dari seluruh instrumen atau pertanyaan
rb 	=	Korelasi momen produk antara belahan pertama dan belahan kedua. 
Uji keberartian koefisien ri dilakukan dengan uji t (taraf signifikansi 5%) rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut: (Umar, 2001:134)
                                                
Keputusan pengujian diambil dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Instrumen diputuskan reliabel bila nilai thitung lebih besar dari ttabel. Demikian sebaliknya diputuskan tidak reliabel bila thitung sama dengan atau lebih kecil dari ttabel.
Berdasarkan hasil uji reliabitas instrumen untuk semua indikator variabel konstruk dapat dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha di atas 0.5. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh indikator pada setiap variabel konstruk adalah reliabel dimana nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai di atas 0.5 sebagaimana yang disarankan oleh Sakaran (2011).

F.  Teknik Pengumpulan Data 

	Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk mengungkap fenomena keberadaan lembaga koperasi dalam melakukan fungsinya. Oleh sebab itu penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka dari hasil kuesioner yang diangkapan (scoring). Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proporsional random sampling. Sugiyono (2012).
Objek penelitian ini adalah jumlah koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar dengan menganalisis kinerja koperasi pada kajian sehat organisasi, sehat financial, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusianya. Dalam kajian penelitian ini, khusus untuk wilayah pesisir kota Makassar, yakni Kecamatan Tamalate sebanyak 140 yang masih aktif dengan jumlah anggota 1.657. Kecamatan Ujung Tanah 30 koperasi dengan jumlah anggota 836 orang. Kecamatan Biringkanaya 64 unit yang masih aktif dan dengan jumlah anggota sebanyak 126 orang. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kajian penelitian ini adalah Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, dan Kecamatan Labakkang. Untuk Kecamatan Pangkajene terdapat 2 unit koperasi dengan jumlah anggota 169 orang, Kecamatan Bungoro 2 unit koperasi dengan jumlah anggota 849 orang, Kecamatan Labakkang terdapat 2 unit koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 205 orang. Kabupaten Takalar dalam kajian penelitian ini adalah Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Galesong Selatan. Jumlah koperasi di Kecamatan Galesong Utara sebanyak 33 unit dengan jumlah anggota sebanyak 5.041, dan Kecamatan Galesong Selatan terdapat 27 unit koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 1.996 orang. Untuk lebih jelasnya, tabel  jumlah koperasi dan jumlah anggota dalam kajian penelitian ini (Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :








               Jumlah	234	2.619









               Jumlah	60	7.037
     Sumber: Data Diolah, 2016

Untuk lebih jelasnya jumlah populasi anggota koperasi pada 3 wilayah pesisir, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:









  Sumber : Data Diolah, 2016

Selanjutnya karakteristik sampel anggota koperasi pada 3 wilayah penelitian, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:







   Total	270	191	79
    Sumber : Data Diolah, 2016

	Tabel di atas menggambarkan bahwa karakteristik responden dari 65 sampel anggota koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar, khususnya pada tiga wilayah kecamatan; Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Biringkanaya umumnya berpendidikan tamat SMA dan umurnya rata-rata 45-60 tahun. Demikian pula sampel responden untuk wilayah pesisir (Pangkajene, Bungoro dan Labbakang) Kabupaten Pangkep dan Kepulauan sebanyak 30 orang anggota koperasi, hanya 3 % berpendidikan sarjana dan sisanya tammat SMP dan SMU dan umurnya rata-rata 40-60 tahun, dan Kabupaten Takalar dalam hal ini anggota koperasi yang berada pada wilayah pesisir Galesong Utara dan Galesong Selatan sebanyak 175 sampel anggota koperasi, hanya 5 % yang berpendidikan sarjana, dan sisisanya tamat SMA.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengambilan Sampel
Untuk ukuran sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari keseluruhan variabel laten. Adapun jumlah indidkator pada masing-masing variabel laten sebanyak 9 dengan jumlah variabel konstruk atau laten sebanyak 6, sehingga jumlah indikator atau variabel manifes adalah sebanyak minimal 5 x 54 atau maksimal 10 x 54. Dalam kajian ini digunakan jumlah sampel minimal yaitu sebanyak 270 responden dari 10879 populasi. 
Populasi penelitian ini meliputi seluruh anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar yang berjumlah 10.879 anggota. Jumlah sampel ditentukan didasarkan pada pendapat Solimun (2002:83) dan Sugiono (2012) bahwa: keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting untuk melakukan generalisasi. penggunaan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling), maka bila ukuran sampel terlalu besar maka model menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan goodness of fit yang baik. Untuk itu disarankan untuk ukuran sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari keseluruhan variabel laten. Adapun jumlah indidkator pada masing-masing variabel laten sebanyak 9 dengan jumlah variabel konstruk atau laten sebanyak 6, sehingga jumlah indikator atau variabel manifes adalah sebanyak minimal 5 x 54 atau maksimal 10 x 54. Dalam kajian ini digunakan jumlah sampel minimal yaitu sebanyak 270 responden. Selanjutnya untuk mengetahu jumlah sampel pada masing-masing kota, dapat ditunjukkan pada tabel berikut.




Kota Makassar   -  Tamalate   -  Ujung Tanah   -  Biringkanaya      Jumlah	1657  836 1262.619	2619/10879 x 270 = 65
Kab.Pangkajene dan Kepulauan   -  Pangkajene   -  Bungoro   -  Labbakang      Jumlah	   169   849   2051.223	1223/10879 x 270 = 30
Kab. Takalar   -  Galesong Utara   -  Galesong Selatan      Jumlah	  5041  1996  7037	7037/10879 x 270 = 175
Total	   10.879	                           270
                 Sumber: Data Diolah, 2016

2. Teknik Analisis SEM (Structural Equation Modelling)
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis SEM (Structural Equation Modelling) yang dioperasikan melalui program Lisrel 8,80 dengan bantuan software SPSS. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. 
SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan itu dibangun antara satu atau beberapa variabel independen (Santoso, 2011). SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, nonlinearitas, variabel-variabel bebas yang berkorelasi (correlated independent), kesalahan pengukuran, gangguan kesalahan-kesalahan yang berkorelasi (correlated error terms), beberapa variabel bebas laten (multiple latent independent) dimana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator, dan satu atau dua variabel tergantung laten yang juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. 
Dua alasan yang mendasari digunakannya SEM adalah (1) SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat multiple relationship. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural (hubungan antara konstruk dependen dan independen). (2) SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten dan variabel manifes atau variabel indikator. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan uji validitas untuk mengetahui valid tidaknya masing–masing indikator  yang digunakan dalam variabel penelitian. Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrument (alat ukur) yang digunakan. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur, Arikunto (1995) dan Solimun, 2002. Secara matematis, model fungsi persamaan struktural yang terbentuk melalui diagram jalur full model dapat dinyatakan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.5  Model Fungsi Persamaan Struktural Antar Variabel Laten
Endegenous Constructs	Exogenous Constructs	     Error
	   ξ 1                   ξ2             ξ3                ξ4                      η1	





ξ3:  	Sehat Usaha
ξ4:  	Kompetensi SDM
η1:  	Kinerja Lembaga
η2 :	Kesejahteraan Anggota 
ζ1 :	Pengaruh faktor lain terhadap Kinerja Lembaga
ζ2 :	Pengaruh faktor lain terhadap Kesejahteraan Anggota 
γ :	Koefisien jalur laten eksogen terhadap variabel antara
β :	Koefisien jalur laten antara terhadap laten endogen

3.	Pemodelan Persamaan Struktur dan Uji Hipotesis
Model analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) yang didasarkan pada dua pendekatan model, yaitu model pengukuran dan model struktural.

1.  Model Pengukuran 
Penentuan ukuran proporsi variance masing-masing variabel manifes (indikator) dilakukan melalui model pengukuran pada setiap variabel laten yang dikaji, sehingga dapat diketahui besaranya kontribusi masing-masing variabel manives dalam membentuk variabel laten. Dilanjutkan dengan pengukuran nilai construct reliability untuk menentukan derajat kesesuaian variabel indikator dalam membentuk variabel laten. Adapun besarnya nilai construct reliability yang dapat diterima adalah antara 0,5-0,7 (Hair et al, 2006; 777-778). Dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kesesuaian model (goodness of fit measures) yang didasarkan pada beberapa kriteria ukuran kesesuaian model (Goodness-of-Fit Measures) sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6   Hasil Uji Kesesuaian Model 
Ukuran GOF	Estimasi
Chi-Square 	 1124,6140
Derajat bebas (df)	        1362
P-Value	   1,00
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation, < 0,08)	  0,0164*
GFI (Goodness of Fit Index = mendekati 1)	  0,8326*
AGFI (Adjusted Good of Fit Index = mendekati 1)	  0,8175*
NFI  (Normed Fit Index)	  0,9264*
CFI (Comparative Fit Index = mendekati 1)	  1.0000*
IFI (Incremental Fit Index = mendekati 1)	  1.0170*
RFI (Relative Fit Index)	  0,9227*
PNFI (Parsimony Normed Fit Index)	    0,8818
      Sumber: Hasil Pengolahan Data, Lisrel, 2016
                   *Memenuhi kriteria model yang baik

Hasil uji kecocokan model dalam analisis SEM dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:
1.	Dilihat dari nilai RMSEA (Root mean square error of approximation) untuk model yang diteliti sebesar 0,01636 menunjukkan model yang diperoleh  memenuhi   kriteria  di mana  diharapkan  nilai   RMSEA  yang kecil (kurang dari 0,9933).
2.	Dilihat dari nilai GFI (Goodness of Fit Index) untuk model yang diteliti sebesar 0,8326 menunjukkan model yang diperoleh sudah memenuhi kriteria,  dimana  diharapkan  nilai   GFI   mendekati 1.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hasil pengukuran kesesuaian absolut menunjukkan model yang diperoleh memenuhi kriteria goodness of fit pada ukuran RMSEA dan ukuran GFI, sehingga model empiris yang diperoleh sudah sesuai dengan model teoritis. 
Berdasarkan kedua gambar tersebut di atas, maka dapat dikemukakan persamaan struktur antar variabel konstruk atau laten seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.7  Persamaan Struktural Antar Variabel Laten
EndegenousLatent	Exogenous Latent	Error
	    ξ 1                         ξ 2               ξ 3              ξ 4                       η1	
1 2	   0,4301          0,3953         0.3799       0.5185             - ( 5,5505)*     (2,7140)*    (2.6066)*  (6.1511)*          -  -0,0078          0,4724         0,4365      0.2505         0.5494    (-0,0750)*      (2.9095)*    (2.7208)* (1.9960)*    (2.8821)* 	+  0,2308+  0,2211
      Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.
Sejalan dengan persamaan tersebut di atas, maka uji hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui fungsi persamaan sebagai berikut.
1)    = ξ 1 + ξ 2  + ξ 3  + ξ 4  + 
        = 0.4301ξ 1  +  0.3953 ξ 2   + 0.3799 ξ 3   + 0.5185 ξ 4   +  0.2308
2)    =ξ 1 + ξ 2  + ξ 3  + ξ 4  +  +   
       = 0.4301ξ 1  +  0.3953 ξ 2   + 0.3799 ξ 3   + 0.5185 ξ 4   + 0,5494 +  0.2211
Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka dapat menjelaskan hubungan antar variabel laten yang dikemukakan pada setiap hipotesis penelitian. 
Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah intrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat variabel. Instrumen penelitian  menggunakan skala Liker, skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena koperasi. Dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan. Sugiyono (2012).




1.	Sehat organisasi adalah senantiasa  melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun, hadir jika diundang rapat, keterlibatan dan partisipasi anggota memberikan gagasan dalam rapat, segala aktivitas pengurus dan anggota koperasi berdasarkan AD & ART koperasi, tingkat kepatuhan pengurus dan anggota pada AD & ART koperasi, anggota koperasi bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap transparansi laporan, partisipasi anggota atas kemajuan koperasi dan tingkat partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi.
2.	Sehat Financial  adalah tingkat keaktipan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi dan melaksanakan evaluasi pendanaan. Selain itu pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan  dan melaporkan perkembangan dan perputaran penggunaan dana serta menumbuhkembangkan usaha koperasi, sehingga pada gilirannya terjadi peningkatan jumlah pembagian SHU anggota. 
3.	Sehat Usaha adalah keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha,   pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota,  partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, tingkat partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama,  partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. 
4.	Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah senantiasa melaksanakan pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, melaksanakan pengawasan kegiatan pelatihan usaha, evaluasi hasil kegiatan pelatihan, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi, pengembangan model pelatihan berbasis UKM, dan pengembangan model pelatihan berorientasi kreatif dan inovatif. 
5.	Kinerja koperasi adalah bertumbuhnya usaha yang dijalankan koperasi dan bertambahnya hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, meningkatnya jumlah anggota koperasi, serta bertambahnya penyertaan modal anggota, bertambahnya pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU dan efisien pengelolaan SHU dan penerimaan SHU tepat waktu. 
6.	Kesejahteraan anggota adalah koperasi memiliki peluang membiayai pendidikan anggota koperasi, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota, peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kursus keterampilan, kelancaran usaha anggota, tingkat produktivitas usaha anggota, perkembangan pangsa pasar, peningkatan volume usaha, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan penghasilan usaha anggota. 
7.	Koperasi adalah adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan.
8.	Kelembagaan adalah suatu sistem atau organisasi yang melakukan suatu aktivitas tertentu yang di dalamnya terdapat pembagian kerja, prilaku, norma dan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
9.	Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. 
10.	Kompetensi adalah karakteristik dasar yang ada pada setiap individu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja yang dia lakukan dalam setiap pekerjaan, baik dalam bertindak maupun dalam berpikir 
11.	Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut yang ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, 
12.	Penelitian berdasarkan tujuan, tergolong dalam penelitian terapan, yaitu penelitian terapan (applied research, practical research) adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Penelitian Terapan : adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
13.	Penelitian menurut metode, tergolong dalam  Penelitian Ex Post Facto : yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. 
14.	Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi, adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 
15.	Penelitian Asosiatif. Penelitian Asosiatif/Hubungan : merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.
16.	Penelitian menurut penggunaannya/tujuan tergolong dalam penelitian terapan. penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis yang hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. 
17.	Penelitian kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). 





DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Letak Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan antara 0012’~80 Lintang Selatan dan 1160 48’~122’ 36’ Bujur Timur, dengan ibukota Makassar. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sulbar di sebelah utara yaitu Kabupaten Toraja Utara, dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur yaitu Kabupaten Luwu Timur, kemudian berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah Timur dengan luas wilayah 46.083,94 Km2. Jumlah kabupaten dan kota sebanyak 304, kecamatan dan desa sebanyak 2.953. BPS Sulsel, (2015). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah tingkat II dengan 21 wilayah berstatus Kabupaten dan 3 wilayah Kota, yakni Kota Makassar, Kota Pare Pare dan Kota Palopo. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 8.432.163 jiwa. 
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Visi yaitu “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 ” Pilar Utama Pembangunan Nasional yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi. 
Simpul Jejaring yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul distribusi perhubungan darat, laut dan udara di luar Jawa dan kawasan timur Indonesia khususnya. Akselerasi Kesejahteraan yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat ini Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori menengah-tinggi. Pembangunan Ekonomi berada di atas rata-rata Nasional, pendapatan per kapita sekitar Rp. 30 Juta. Angka Kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata Nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini ditandai oleh kondisi dinamis Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupatn dan Kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.
Berdasarkan Visi , Misi dan Prioritas RPJMD Sulawesi Selatan khususnya terkait uraian 11 (sebelas) program prioritas Gubernur dalam RPJMD 2013-2018, maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya percepatan untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan. maka Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menekankan pada beberapa prioritas pembangunan yaitu; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar, Peningkatan Mutu dan Produktifitas Hasil Pertanian, Mendorong Industri Pengolahan Berbasis Sumberdaya Lokal, Peningkatan Kualitas dan Perluasan Kesempatan Kerja, Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat, Perluasan Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi., Penguatan Ekonomi Wilayah didukung oleh Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Masyarakat, Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau (go green). Sasaran pembangunan diharapkan dicapai pada setiap prioritas di mana target sasarannya ditetapkan dengan melihat hasil capaian Tahun-Tahun sebelumnya.
Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai tentang efektivitas kelembagaan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : 
1.	Meningkatnya jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM sebanyak 72.405 orang; 
2.	Meningkatnya jumlah promosi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha sebanyak 4 kali promosi; 
3.	Jumlah SDM pelaku UKM serta Koperasi yang mengikuti Diklat sebanyak 6.500 orang; 
4.	Jumlah UMKM Mandiri sebanyak 1.650 unit usaha 
5.	Jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 150.150 unit 
6.	Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasaran dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM sebanyak 101 produk. 
Dalam Proses pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 ini, dijumpai berbagai permasalahan dan hambatan, seperti masih adanya target kinerja dan realisasi yang secara kuantitatif tidak dapat diukur, serta adanya perubahan/revisi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 yang merevisi RKPD menjadi 6 (enam) Sasaran Strategis Pembangunan yaitu 1). Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan, 2). Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian, 3) Peningkatan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan, 4). Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, 5). Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup, dan 6) Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM.
Demikian pula jumlah UMKM menurut jenis usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah juga terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 mencapai 797.021 unit, pada Tahun 2013 jumlah usaha mikro di Sulsel mencapai 823.233 unit, atau tumbuh sebesar 3,29 %. Demikian halnya usaha kecil juga mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, dimana pada Tahun 2012 menjadi 112.657 atau tumbuh sebesar 5,20 %, dan pada Tahun 2013 jumlah usaha kecil mencapai 118.517 unit. Demikian pula untuk jenis usaha skala menengah juga mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, pada Tahun 2012 menjadi 916. 500 unit atau tumbuh sebesar 3,59 %, dan pada Tahun 2013 akan meningkat menjadi 949.426 unit. Hingga saat ini diperkirakan jumlah koperasi yang masih aktif di Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 sebesar 5.772 dan pada Tahun 2012 meningkat sebesar 5.554, dengan demikian jumlah koperasi yang masih aktif di daerah ini terus meningkat dari Tahun ke Tahun dengan peningkatan sebesar 3,92 %. Persentase koperasi aktif di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun yakni dari Tahun 2012 sebesar 67,87 % dan pada Tahun 2013 persentase koperasi aktif akan meningkat menjadi 69,65 %. LKJ SulSel (2016)
Secara umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan baik dan sangat baik (dengan kisaran Nilai 84 -132). 
Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Simpulan Umum atas Capaian Kinerja
No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Capaian Kinerja
1. 	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar 	84,78%	Baik
2. 	Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian 	99,51 %	Sangat Baik
3. 	Terdorongnya Industri Pengolahan Bebasis Suber Daya Lokal 	122,05 %	Sangat Baik
4. 	Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja 	101,59 %	Sangat Baik
5. 	Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat 	71,05 %	Cukup
6. 	Terluasnya Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi 	112,03 %	Sangat Baik
7. 	Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatnya Produksi Berbasis Masyarakat 	132,30 %	Sangat Baik
8. 	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau 	132,98 %	Sangat Baik
Sumber : LKJ SULSEL,  2016


Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dimaksud, sebanyak 6 Sasaran Strategis dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik, dan sebanyak 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Baik, dan 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Cukup. Kelembagaan koperasi pada wilayah pesisir perlu mendapat perhatian dalam mendukung ekonomi masyarakat sebab selama ini masyarakat yang berada pada wilayah pesisir pada umumnya memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan.
Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakterisik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya  didominasi dengan pelayan. Pelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. “Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat open acces dan beresiko tinggi. Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. 
Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memilki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah. Kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia sangatlah beragam. perkembanagan sosial budaya ini secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh faktor alam. Perkembangan selanjutnya memberikan karakteristik dalam aktifitasnya mengelola SDA. Tidaklah jarang ditemukan bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum tentu memilih laut sebagai lahan mata pencarian utama. Demikian pula menunjukan pola dan karakter yang berbeda dari kawasan perairan satu ke kawasan lain memiliki pola yang berbeda.
Adat istiadat suku yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangatlah beragam pula. Di beberapa tempat sering dijumpai adanya budaya pengaturan lahan laut atau sering disebut Hak ulayat laut. Aturan-aturan semacam ini merupakan satu kearifan lokal yang perlu dihargai sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Kebudayaan masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan atau sistem kognisi yang ada dan berkembang pada masyarakat pesisir, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi untuk mendorong dan menciptakan kelakuan-kelakuan yang diperlukan. Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Wilayah Pesisir, (dounload, 2017).

B. Gambaran Umum Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 24’, 17’, 38” Bujur Timur dan 5’. 8’, 6’, 19” Lintang Selatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut. 
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km2 yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan, 994 RW dan 4.966 RT. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Terdapat pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat). Makassar Dalam Angka, (2016) 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 185.030 atau sekitar 13,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 183.039 jiwa (12,99 persen). Kecamatan Rappocini sebanyak 158.325 jiwa (11,24 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.802 jiwa (1,97 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.155 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (31.753 jiwa per km persegi), Kecamatan Mamajang (26.072 jiwa per km persegi). Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.393 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Biringkanaya 3.837 jiwa per km persegi), Manggala (5.299 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.103 jiwa per km persegi), kecamatan Panakukang (8.512 jiwa per km persegi). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala. 
Tingkat kesejahteraan yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan yang terbagi di kota Makassar. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak yaitu di Kecamatan Tamalate yaitu 31.642 Kepala Keluarga. Kemudian diikuti Kecamatan Biringkanaya dengan terbanyak kedua yaitu 29.609 kepala keluarga. Sedangkan Kecamatan dengan Jumlah kepala keluarga paling sedikit adalah kecamatan Ujung Pandang yaitu sebanyak 5.881 kepala keluarga. Kecamatan Tamalate sebagai kecamatan dengan jumlah kepala keluarga paling banyak sekaligus menjadi kecamatan dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah, dilihat dari jumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga Pra Keluarga Sejahtera yaitu sebanyak 10.031 rumah tangga. Kemudian kecamatan dengan tingkat kesejahteraan terendah kedua yaitu kecamatan Tallo dengan Jumlah Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 8.181 rumah tangga. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah rumah tangga Pra Keluarga Sejahtera paling kecil yaitu 872 rumah tangga. 
Dalam pandangan etika Bugis-Makassar perbuatan individu tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya karena dilandasi suatu prinsif pemuliaan martabat manusia yang dalam ungkapan Bugis-Makassar disebut “Tau Sipakatau”. Seseorang dapat disebut manusia kalau ia dapat menempatkan dirinya sebagai “tau” yang berarti bahwa“ kata dan prilakunya itu mendudukkan posisi manusia pada posisi sebagai manusia yang bermartabat. Prinsif “Tau Sipakatau” itu merupakan pangkal bagi segala sikap dan tindakan manusia Bugis dalam hidupnya. Jadi, semuanya berpusat pada manusia itu sendiri. Manusia (tau) lah yang menjadi penanggungjawab atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. 
Manusia Bugis-Makassar harus yakin (toddo puli) bahwa dalam meniti kehidupan, keberhasilan hanya dapat diperoleh melalui kerja keras dan ketekunan serta memanfaatkan akal pikiran atau ilmu pengetahuan. Seorang lelaki pemalas, enggan bekerja keras, atau tidak mempunyai kepandaian dan keterampilan hidup amat tercela dalam adat Bugis-Makassar. Orang yang demikian itu tidak dipandang sebagai pria, tetapi dipandang sebagai banci. Dalam ungkapan disebutkan: Empat macam sifat lelaki sehingga ia dipandang sebagai wanita dan tidak diperhitungkan sebagai lelaki, yaitu: (1) ia pemalas, (2) ia lemah, (3) ia dungu, dan (4) ia bodoh. Dalam ungkapan ini tergambar dengan jelas bahwa, ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta ketekunan berusaha dalam meniti kehidupan ini sangat diperlukan. Dengan demikian, seorang yang memperoleh harta benda dengan cara yang tidak benar seperti bertindak korup sangat tercela dalam adat Bugis-Makassar dan Bugis pada umumnya. Hal ini tergambar pada ketetapan Sawerigading untuk selalu menjaga nama baik negeri Bugis-Makassar pada saat ia ditawarkan untuk berdamai dengan raja di negeri Saliweng Langi, Guttu Tellamma. Guttu Tellemma menawarkan hadiah berupa sejumlah harta benda berharga kepada Sawerigading asal Sawerigading mau melupakan pertikian di antara mereka. Tetapi, Sawerigading menolak menerima tawaran itu. https://www.facebook.com/...makassar-dalam.../224689140416/dounload (​https:​/​​/​www.facebook.com​/​...makassar-dalam...​/​224689140416​/​dounload​), 25 Feb 2017.
Suku Bugis merupakan suku yang menganut sistem patron klien atau sistem kelompok kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya yang bersifat menyeluruh. Salah satu sistem hierarki yang sangat kaku dan rumit. Namun, mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, buktinya dimana kita berada tak sulit berjumpa dengan manusia Bugis. Mereka terkenal berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan, pekerja keras demi kehormatan nama keluarga. Sistem organisasi sosial yang terdapat di suku Bugis cukup menarik untuk diketahui. Yaitu, kedudukan kaum perempuan yang tidak selalu di bawah kekuasaan kaum laki-laki, bahkan di organisasi sosial yang berbadan hukum sekalipun. Karena Suku Bugis adalah salah satu suku di Nusantara yang menjunjung tinggi hak-hak Perempuan. Sejak zaman dahulu, perempuan di suku Bugis sudah banyak yang berkecimpung di bidang politik setempat. Salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan yang dianut oleh orang bugis adalah tudang sipulung (Tudang = Duduk, Sipulung = Berkumpul atau dapat diterjemahkan sebagai suatu Musyawarah Besar). Musyawarah ini biasanya dihadiri oleh para Pallontara’ (ahli mengenai buku Lontara’) dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk membahas tentang kegiatan bercocok tanam,  mulai dari dari turun ke sawah, membajak, sampai tiba waktunya panen raya. Tapi itu dulu. Ketika tanah dan padi masih menjadi sumber kehidupan yang mesti dihormati dan diagungkan. Sebelum akhirnya bertani menjadi sarana bisnis dan proyek peningkatan surplus produksi ekonomi nasional.
Wilayah Suku Bugis Makassar terletak di dataran rendah dan pesisir pulau Sulawesi bagian selatan. Dataran ini mempunyai tanah yang cukup subur, sehingga banyak masyarakat Bugis yang hidup sebagai petani. Selain sebagai petani, Suku Bugis juga di kenal sebagai masyarakat nelayan dan pedagang. Meskipun mereka mempunyai tanah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam, namun sebagian besar masyarakat mereka adalah pelaut. Mereka mencari kehidupan dan mempertahankan hidup dari laut. Tidak sedikit masyarakat Bugis yang merantau sampai ke seluruh negeri dengan menggunakan perahu pinisi-nya. Suku Bugis memang terkenal sebagai suku yang hidup merantau. Beberapa dari mereka, lebih suka  untuk berdagang dan mencoba melangsungkan hidup di tanah orang lain. Hal ini juga disebabkan oleh faktor sejarah orang Bugis itu sendiri di masa lalu. Dimana kebudayaan maritim dari orang Bugis-Makassar itu tidak hanya mengembangkan perahu-perahu layar dan kepandaian berlayar yang cukup tinggi, tetapi juga meninggalkan suatu hukum niaga  dalam pelayaran, yang disebut Ade’ Allopi-loping Bicaranna Pabbalu’e  dan yang tertulis pada lontar oleh Amanna Gappa dalam abad ke-17. Bakat berlayar yang rupa-rupanya telah ada pada orang Bugis dan Makassar, akibat dari kebudayaan maritim dari abad-abad yang telah lampau itu. yrahayu077.blogspot.com/.../kebudayaan-masyarakat-bugis.html, dounload, 26 Feb 2017.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menyampaikan akan membentuk BULo (Badan Usaha Lorong) yang berbentuk koperasi pada  pada 2017 mendatang. Penduduk Makassar yang mendiami 7.525 lorong, 30 persen di antaranya yang telah memiliki Lorong Garden (Longgar) dapat menikmati fasilitas BULo. “Kita beri nama BULo diambil dari bahasa daerah yang bermakna bambu. Potensi ribuan lorong di Makassar jika disatukan dapat menjadi mabbulo sibatang menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi Makassar,” papar Danny pada peringatan Hari Koperasi ke – 69 Tahun 2016 di Tribun Karebosi, seperti yang dilansir Makassarterkini, Rabu (24/8/2016). Mabbulo sibatang, bulo artinya bambu dan mabbulo sibatang artinya menyatukan beberapa batang bambu ke dalam sebuah ikatan agar menjadi kuat dan lebih bermanfaat. Potensi yang terdapat di lorong – lorong jika disatukan akan menjadi kuat dan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Makassar. 
Badan usaha koperasi jika dikelola secara profesional dapat menjadi penopang ekonomi negara. Ia mencontohkan sektor koperasi di India menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Sementara Jepang dan Korea menjadi negara yang memiliki bank koperasi pertanian terbesar di dunia. Ia mengakui, meski mengalami pasang surut, perkembangan koperasi di Indonesia telah membentang zaman. Peringatan 69 tahun koperasi menjadi momentum untuk membangun koperasi yang lebih baik sehingga mampu menopang ekonomi negara. “Koperasi adalah soko guru ekonomi kita. Koperasi jika dikelola dengan profesional dapat menjadi penopang ekonomi”. Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulawesi Selatan, Dr Rahman Halid menyampaikan, dukungan wali kota Makassar bagi koperasi di Makassar sangat besar. Hal itu dibuktikannya dengan kesiapan Makassar menjadi tuan rumah peringatan HUT Koperasi ke – 70 Tahun pada 2017 mendatang sekaligus tuan rumah perhelatan Kongres Koperasi Nasional IV yang diperkirakan akan dihadiri 2.000 peserta se-Indonesia, termasuk negara tetangga Singapura dan Filipina. Di peringatan Hari Koperasi ke – 69 Tahun 2016 juga diserahkan tujuh penghargaan bagi koperasi berprestasi. Ketujuh koperasi itu ialah KPN UNM, Primkopol Teratai Satuan Brimob, KPN Tunas Harapan, Primkop Kartika WirabuanaVijaya Kusuma, Kopkar Dolog Sejahtera, Kopkar PT Pelindo, dan Primkop Kartika Wirabuana Minvet. Selain itu juga diadakan penandatanganan MoU antara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Nadjmah Emma dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Plt Kebudayaan kota Makassar Ismunandar serta Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Makassar Idris Patarai. www.pipnews.co.id › Daerah






Tabel 4.2 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi 

















             Jumlah	795	3.344
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM,  dan Makassar Dalam Angka, 2016

Kecamatan Tamalate sebagai obyek kajian dalam penelitian ini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur Kabupaten Gowa, di sebelah selatan Kabupaten Takalar dan di sebelah barat dengan Selat Makassar. Kecamatan Tamalate terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 20,21 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km², terluas kedua adalah Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km². Sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 7 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi dibawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya dan Parang Tambung), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km. Dalam kurun waktu tahun 2013-2014 jumlah penduduk kecamatan Tamalate mengalami penurunan. Jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 180.893 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk sebanyak 2.146 jiwa atau sekitar 1,17% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 yang berjumlah 183.039 jiwa. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 89.729 jiwa dan perempuan sekitar 91.169 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,42 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. Jika diperhatikan distribusi penduduk kecamatan Tamalate menurut Kelompok umur, tampak bahwa pada kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak menyusul umur 0-4. 
Kecamatan Ujung Tanah merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Pantai Makassar, di sebelah timur Kecamatan Tallo, di sebelah selatan Kecamatan Bontoala dan di sebelah barat berbatasan dengan Pantai Makassar. Sebanyak 7 kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah merupakan daerah pantai dan 5 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar antara 1 km sampai diatas 10 km. Kelurahan Kodingareng, Barrang Caddi dan Barrang Lompo adalah kelurahan terjauh yang jaraknya beberapa mil dari ibukota kecamatan Ujung Tanah.
Dalam kurun waktu tahun 2013-2014 jumlah penduduk Kecamatan Ujung Tanah mengalami peningkatan. Pada Tabel tampak bahwa jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 48.133 jiwa sementara pada tahun 2014 sebanyak 48.531 jiwa, yang berarti mengalami peningkatan sekitar 0,83 persen. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 24.398 jiwa dan perempuan sebanyak 24.133 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 101,10 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 101 orang penduduk laki-laki  Kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak yaitu 6.276 jiwa, menyusul kelompok umur 15-19 tahun sebesar 5.282 jiwa, sedangkan kelompok umur terkecil 60-64 tahun hanya 1.076 jiwa. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 kelurahan dengan luas wilayah 5,94 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa Kelurahan Pattingalloang memiliki wilayah terluas yaitu 0,60 km², terluas kedua adalah Kelurahan Tamalabba dengan luas wilayah 0,58 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Gusung yaitu 0,18 km².
Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan dan Kecamatan Tallo di sebelah barat. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan Pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 kelurahan dengan luas wilayah 48,22 km². Dari luas wilayah tersebut pada Tabel 1.2, tampak bahwa kelurahan Sudiang memiliki wilayah terluas yaitu 13,49 km², terluas kedua adalah kelurahan Sudiang Raya dengan luas wilayah 8,78 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Untia yaitu 2,89 km². Jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 190.829 (laki-laki 94.985 dan perempuan 95.844), dan kepadatan penduduk per km² 3.957. Letak dan status pantai, bukan pantai, kota dan pedesaan Kecamatan Biringkanaya yang terdiri atas 7 Kelurahan (Paccerakkang, Daya, Pai, Sudiang Raya, Sudiang, Bulurokeng, dan Untia).
Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah TK di Kecamatan Biringkanaya ada 65 sekolah dengan 87 kelas dan 118 orang guru. Pada tingkat Sekolah Dasar, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 47 sekolah dengan 541 kelas dan 814 orang guru. Untuk tingkat SLTP baik negeri maupun swasta sebanyak 19 sekolah dengan 256 kelas dan 596 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA baik negeri maupun swasta terdapat 9 sekolah dengan 70 kelas dan 322 orang guru. Dan untuk SMK swasta terdapat 8 sekolah .Selain itu terdapat pula sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Agama,Yaitu Madrasah Ibtidayah terdapat 2 sekolah dengan 12 kelas dan 20 orang guru.
Jumlah sarana kesehatan tahun 2014 di Kecamatan Biringkanaya tercatat 4 Rumah Sakit umum/khusus, 4 puskesmas, 7 pustu, 6 rumah bersalin dan 100 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 53 orang dokter umum, 11 orang dokter gigi, 82 paramedis dengan jumlah paramedis sebanyak 1 orang bidan desa, 72 orang perawat/mantri dan 9 Dukun bayi.
Selanjutnya untuk mengetahui jumlah koperasi dan jumlah anggota yang dijadikan sebagai obyek kajian pada wilayah pesisir kota Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi Menurut Kecamatan 






             Jumlah	234	2.619
     Sumber : Dinas Koperasi dan UKM,  dan Makassar Dalam Angka, 2016

Jumlah koperasi di kota Makassar pada wilayah pesisir dalam kajian penelitian ini adalah 234 unit dengan jumlah anggota sebanyak 2.619 orang. Jika dilihat dari jenis penggolongannya, koperasi yang ada di wilayah pesisir sebagai objek kajian adalah jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, yakni  koperasi konsumen  yang anggotanya terdiri dari para konsumen, koperasi jasa yang khusus melakukan kegiatan usaha memberi jasa kepada anggota dan masyarakat, koperasi simpan pinjam/kredit yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga ringan dan koperasi serba usaha.

C. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattallassang secara administrastratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 kmP2 terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 5°3’ sampai dengan 5°38’ Lintang Selatan dan 119°22’ sampai 119°39’ Bujur Timur. Di sebelah Timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.
Penduduk Kabupaten Takalar berjumlah 283.762 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polombangkeng Utara, yakni 48.233 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki, dimana 136.350 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 147.412 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 92,49 (93), dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 93 orang penduduk laki-laki. 
Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 77 desa/kelurahan yang terdiri dari 57 desa serta 20 Kelurahan. Dari 7 kecamatan tersebut 4 kecamatan merupakan wilayah pesisir yaitu Mangarabombang dengan luas 100,50 Km² terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, Mappakasunggu dengan luas 74,63 Km² terdiri dari 7 Desa 1 Kelurahan, Galesong Selatan Luas 44,00 Km² terdiri dari 17 Desa, Galesong Utara denga Luas 21,75 Km² terdiri dari 9 desa. Sementara itu, untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2014 adalah sebesar 1,13 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2014 mencapai 501 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.529 jiwa/km2, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka kepadatan 227 jiwa/km2. 
	Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Pebruari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo’mo. 
	Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu: 1) Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang, 2) Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.  
Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD. Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua)  Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, Terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja Senior. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar. www.kemendagri.go.id/ pages/profil-daerah/kabupaten/.../takalar (​http:​/​​/​www.kemendagri.go.id​/​ pages​/​profil-daerah​/​kabupaten​/​...​/​takalar​).
Sebagai salah satu tetangga terdekat dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar banyak melaksanakan pembangunan yang terpadu di segala bidang. Pembangunan secara terpadu dimulai semenjak Repelita I dicanangkan hingga sekarang. Sulit disangkal bahwa selain kemajuan yang dicapai, terdapat beberapa permasalahan masih mewarnai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal tersebutlah yang membuat dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Takalar menjadi marak, sebab permasalahan-permasalahan tersebut oleh aparat pemerintah menjadi cambuk dalam meningkatkan hasil-hasil pembangunan.
Arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah adalah pembangunan yang merata disegala bidang dengan memanfaatkan segala sendi-sendi sumber daya, baik alam maupun penduduknya. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan nasional dan kebijakan Regional yang mencanangkan Asean Free Trade Area (AFTA). Dalam hubungannya, pemerintah membuka keran seluas-luasnya bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Takalar. Bagi para investor, syarat mutlak yang diperlukan adalah situasi dan iklim yang aman dan kondusif, disertai keterbukaan pemerintah dan dukungan dari masyarakat terhadap dunia usaha yang menghidupkan roda perekonomian serta peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini terjadi karena konsep usaha yang diterapkan adalah memberikan manfaat pada masyarakat disekitarnya. Dampak positif yang terlihat adalah secara psikologis masyarakat merasa ikut “memiliki” perusahaan tersebut, sehingga masyarakat dan dunia usaha akan terjadi interaksi positif dan saling menguntungkan.
Sebagai Kabupaten satelit bagi Ibukota propinsi yang berjarak tempuh  ± 39 Km dari Kota Makassar, Kabupaten Takalar yang berpenduduk 232.396 jiwa memiliki peluang besar diberbagai sektor, terutama perekonomian dan perikanan. Dimana secara umum dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi kedua sektor tersebut relatif menggembirakan, demikian pula pada sektor industri rumah tangga, dimana usaha tembikar beberapa tahun belakang ini mensuplai kebutuhan hingga ke Ibukota Propinsi. Khusus sektor home industri ini, pemerintah turut serta membantu peningkatan keterampilan para pengrajin dengan mengirimkan tenaga terpilih ke pusat-pusat pendidikan di luar wilayah Kabupaten Takalar yang kemudian akan menularkan keterampilannya ke pengrajin lainnya dalam pengawasan pemerintah.
Kabupaten Takalar memang memiliki kemampuan yang menonjol di bidang ekonomi, organisasi, administrasi. Kemampuan ini juga didukung faktor demografi, keuangan daerah, personil dan partisipasi daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, berdasarkan 4 (empat) sikap utama jajaran Pemerintahan Kabupaten Takalar yaitu : 1) Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terbuka, 2) Peningkatan moral pejabat dan masyarakat melalui pengamalan ajaran agama, 3) Sistem keamanan yang kondusif pendukung pembangunan, dan 4) Melibatkan semua unsur dalam masyarakat dalam pembangunan. (repository.unhas.ac.id/bit..)
Selain itu, Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan, maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional.  Ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan budaya, salah satu cara  pemberdayaan sumber daya alam laut ialah dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kesadaran akan pentingnya kebaharian itu. Karena pengelolaan wilayah sumber daya pesisir dan laut, seharusnya memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat pesisir sebagai pelaku utama dan pemilik sumber daya tersebut. 
Oleh karenanya segala aktivitas pembangunan wilayah pesisir seharusnya diabdikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa mengorbankan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Proses mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir perlu didekati dengan pendekatan budaya, yang menempatkan mereka sebagai pelaku  perubahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir diupayakan dalam bingkai  pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan tata sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pesisir. Sebagian  besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan  buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor  perikanan sebagai sektor andalan bagi pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong, dimana penduduknya mempunyai dua pekerjaan baik sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun purnah waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan. 
Mencermati fenomena tersebut, maka salah satu masalah fungsional yang  penting dan harus diatasi oleh masyarakat nelayan adalah masalah “adaptasi”. Masalah adaptasi ialah bagaimana seharusnya atau searifnya alam fisik dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk partisipasi di satu pihak sebagai aktivitas eksteren dan dilain pihak interaksi dinamika interen dikalangan kelompok-kelompok nelayan itu sendiri dalam melestarikan aktifitas-aktifitas secara tradisional yang tetap dipertahankan dan erat kaitannya dengan konteks  budaya lokal yang mendukung pemanfaatan sumberdaya hayati perairan secara  berkelanjutan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui gambaran umum masyarakat nelayan di Galesong, serta pengaruh sistem budaya lokal masyarakat nelayan di Galesong dalam memanfaatkan sumberdaya hayati  perairan. Sumber daya hayati perairan (aquatic resources) adalah semua perairan yang memiliki sumber kekayaan hayati (khususnya ikan) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. www.academia.edu (​http:​/​​/​www.academia.edu​) e-Mikro
Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2015, jumlah koperasi sebanyak 333 dengan jumlah anggota sebanyak 30.695 orang pada tahun 2013 dan meningkat jumlah koperasi pada tahun 2014 sebanyak 346, akan tetapi menurun anggotanya menjadi 26.265. Dan tahun 2015 untuk Kecamatan Galesong Utara sebanyak 33 Unit dengan jumlah anggota 5.041 dan Galesong Selatan 27 unit dengan jumlah anggota 1.996.
Galesong Utara sebagai salah satu Kecamatan yang terletak disebelah utara dan berjarak kurang lebih 27 kilometer dari ibu kota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Galesong Utara terletak di Kelurahan Bonto Lebang yang sebelah utara berbatasan dengan Kodya Makassar, timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, selatan berbatasan Kecamatan Galesong dan barat berbatasan dengan Selat Makassaar. Luas wilayah Kecamatan Galesong Utara sekitar 15,11 km2 atau sebesar 2,67 persen dari total Kabupaten Takalar. Dan terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Galesong Utara pada tahun 2014 sekitar 38.206 jiwa, yang terdiri dari 18.704 laki-laki dan 19.502 perempuan. Dari jumlah tersebut , Kelurahan Bonto Lebang adalah yang terbesar jumlah penduduknya sekitar 5.526 jiwa dan desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Bonto Kaddopepe sekitar 1.532 jiwa. 
Kepadatan penduduk Kecamatan Galesong Utara dalam kurun waktu 2013 hingga 2014, nampak mengalami peningkatan, dari 2.494 jiwa/km2 tahun 2013 menjadi 2.528 jiwa/km2,di tahun 2014. Jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Tamalate, yakni sekitar 9.447 jiwa/km2, diikuti Desa Bontosunggu sekitar 6.275 jiwa/km2. Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Bonto Lanra yakni sekitar 940 jiwa/km2 Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15 – 64 tahun, Kecamatan Galesong Utara mengalami peningkatan, dari 64,05 persen di tahun 2013 menjadi 65,57 persen di tahun 2014. Sedangkan usia tidak produktif yakin kelompok 0 - 14 tahun dan 65+ tahun mengalami penurunan dari 36,03 persen di tahun 2013 menjadi 34,43 persen di tahun 2014. Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15 – 64 tahun, Kecamatan Galesong Utara mengalami peningkatan, dari 64,05 persen di tahun 2013 menjadi 65,57 persen di tahun 2014. Sedangkan usia tidak produktif yakin kelompok 0 - 14 tahun dan 65+ tahun mengalami penurunan dari 36,03 persen di tahun 2013 menjadi 34,43 persen di tahun 2014. Penduduk usia kerja di Kecamatan Galesong Utara tahun 2014 berjumlah 27.046 jiwa, laki-laki sebesar 13.032 jiwa dan perempuan sebesar 14.014 jiwa. Mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen dalam kurun waktu 2013-2014. 
Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Akan tetapi, bila dilihat kenaikkan penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2013 – 2014, penduduk perempuan lebih besar yakni sekitar 0,37 persen, sedangkan penduduk usia kerja laki-laki hanya sekitar 0,34 persen. Kecamatan Galesong Utara adalah kecamatan yang membawahi 9 desa dan 1 kelurahan dengan klasifikasi semuanya swakarsa. Bila dilihat dari banyaknya kelembagaan desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini di tahun 2014 seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 10 buah, Pemuda sebanyak 45 buah, Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 9 buah dan P2A sebanyak 40 buah.
Salah satu faktor untuk kemajuan pendidikan adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana yakni adanya peningkatan jumlah sekolah dan jumlah pengajar. Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 20 buah, Sekolah Dasar (SD) Sederajat sebanyak 27 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat sebanyak 4 buah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat sebanyak 5 buah. Jumlah murid TK yang menikmati pendidikan di sekolah di tahun 2014 di Kecamatan Galesong Utara sebanyak 734 murid, jumlah murid SD sebanyak 4.682 murid, jumlah siswa SLTP sebanyak 2.000 siswa, dan jumlah siswa SLTA sebanyak 1.830 siswa. Pada jenjang pendidikan TK di Kecamatan Galesong Utara, seorang guru rata-rata mengajar 10 murid, jenjang pendidikan SD, seorang guru rata-rata mengajar 13 murid, jenjang pendidikan SLTP, seorang guru rata- rata mengajar 13 siswa. Sedang pada jenjang pendidikan SLTA, seorang guru rata-rata mengajar 10 siswa.
Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Dari 10 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Galesong Utara semuanya memiliki sarana dan prasarana kesehatan yaitu puskesmas, pustu dan poskesdes. Jika dilihat tenaga kesehatan, jumlah perawat dari 72 orang di tahun 2013, tetap berjumlah 72 orang di tahun 2014 (lihat Tabel). Jumlah Pasangan Usia Subur di tahun 2014 di Kecamatan Galesong Utara sebesar 7.349 orang. Sedangkan jumlah perserta keluarga berencana yang akti f sebesar 5.046, sedangkan sisanya sekitar 2.330 orang belum ber KB. 
Selanjutnya Galesong Selatan sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah utara dan berjarak kurang lebih 9 kilometer dari ibu kota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Galesong Selatan terletak di Desa Bonto Kassi yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanrobone dan Kabupaten Gowa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat berbatasab dengan Selat Makassar.
Luas wilayah Kecamatan Galesong Selatan sekitar 24,71 km2 atau sebesar 4,36 persen dari total Kabupaten Takalar. Dan terdiri dari 12 desa dan 51 Dusun. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Sedangkan curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara. Pada tahun 2014, rata-rata hari hujan 2 hari dengan rata-rata curah hujan setahun sekitar 2.399 mm. Jumlah curah hujan banyak terjadi di Bulan januari dan Desember. 
Tahun 2013 terdiri dari 11 desa Kecamatan Galesong Selatan tahun 2014 sudah menjadi 12 desa. Dimana desa tersebut adalah klasifikasi desa masih swadaya, 7 desa swakarsa 5 desa belum ada swasembada. Bila dilihat dari banyaknya kelembagaan desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini,tahun 2014 seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 12 Desa, Pemuda dan kelembagaan, Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 12 Desa dan P2A sebanyak 12 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Galesong Selatan pada tahun 2013 sekitar 24.832 jiwa, yang terdiri dari Perempuan 13.032 & laki-laki 11.800 jiwa. Dari jumlah tersebut , Desa Bonto Kanang adalah yang terbanyak jumlah penduduknya sekitar 4,097 jiwa dan desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Bentang sekitar 1.118 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Galesong Selatan dalam kurun waktu 2013 hingga 2014, nampak mengalami peningkatan, dari sekitar 1005 jiwa/km2 tahun 2014 naik menjadi 1016 jiwa/km2,di tahun 2014. Jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Mangindara, yakni sekitar 2402.86 jiwa/km2, diikuti Desa Bontokanang sekitar 1193.64 jiwa/km2. Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Bentang yakni sekitar 826.28 jiwa/km2.
Salah satu faktor untuk kemajuan pendidikan adalah melalui penyediaan  sarana dan prasarana yakni adanya peningkatan jumlah sekolah dan jumlah pengajar. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Sederajat sebanyak 21 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat sebanyak 5 buah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat sebanyak 2 buah. Jumlah murid SD yang menikmati pendidikan di sekolah di tahun 2014 di Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 3.081 murid. jumlah siswa SLTP sebanyak 1.366 siswa, dan jumlah siswa SLTA sebanyak 211 siswa. Pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Galesong Selatan, seorang Guru negeri tidak termasuk tenaga honorer Guru SDN/SDI rata-rata mengajar 30 murid, sedangkan jenjang pendidikan Guru SLTP, seorang guru rata-rata mengajar 24 siswa. Sedang pada jenjang pendidikan Guru SLTA, seorang guru ratarata mengajar 42 siswa. 
Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Galesong Selatan, belum semuanya memiliki sarana dan prasarana kesehatan misalnya hanya di Desa Bontomarannu dan Desa Bontokassi ada puskesmas. Jika dilihat tenaga kesehatan, jumlah perawat 10 orang, bidan 17 orang, dan dokter umum 2 orang di tahun 2014 Jumlah peserta keluarga berencana di Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 3.001 orang. Sedangkan tidak aktif KB 2.033 orang. Adapun desa/kelurahan yang paling banyak peserta KB nya adalah Desa Bonto Kanang sekitar 537 peserta KB, diikuti Desa Sawakung sekitar 339 peserta KB. 
Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor perikanan sebagai sektor andalan bagi pertumbuhan ekonominya adalah kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong, dimana penduduknya mempunyai dua pekerjaan baik sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun purnah waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan.  Berdasarkan bidang usaha koperasi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Takalar sebagai objek kajian dalam penelitian ini tergolong sebagai koperasi konsumsi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yg dibutuhkan oleh anggotanya, koperasi pemasaran yang membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang di dibeli didistributor lalu kemudian dijual kembali kepada anggota dan masyarakat lainnya, koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam koperasi yg bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya dan meminjamkan kembali kepada anggotanya jika anggota membutuhkan pinjaman. 
Jika dilihat dari jenis penggolongannya, koperasi yang ada di wilayah pesisir sebagai objek kajian adalah jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, yakni  koperasi konsumen  yang anggotanya terdiri dari para konsumen, koperasi jasa yang khusus melakukan kegiatan usaha memberi jasa kepada anggota dan masyarakat, koperasi simpan pinjam/kredit yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga ringan dan koperasi serba usaha.Jumlah koperasi yang terdapat di Kabupaten Takalar menurut kecamatan, Selanjutnya, jumlah koperasi yang ada pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar, khususnya pada wilayah Galesong Selatan dan Galesong Selatan sebagai objek penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4  Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Takalar
Kecamatan	2013	2014











Sumber : BPS Dalam Angka Kab.Takalar, 2016

Selanjutnya, Jumlah koperasi dan jumlah anggota yang menjadi obyek kajian dalam penelitian, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Koperasi  dan Jumlah Anggota Koperasi  Pada Wilayah 






               Jumlah	60	7.037
  Sumber : Data Diolah, 2016


Berdasarkan tabel di atas, jumlah koperasi pada objek kajian sebanyak 60 unit dengan jumlah anggotanya 7.037 orang (Galesong Utara dan Galesong Selatan). Pada umumnya, kegiatan yang di lakukan koperasi tersebut meliputi penyediaan peralatan nelayan, mengelola hasil laut dan memasarkannya, mengembangkan keterampilan usaha yang berhubungan dengan komoditi hasil laut dan berdasarkan profesi anggotanya adalah koperasi nelayan dan simpan pinjam.

D. Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	
Secara geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di antara 4°– 40° LS sampai 8°00 LS dan di antara 110° BT sampao 119°48’67” BT. Kabupaten yang memiliki landscape tiga dimensi, mempunyai luas wilayah1.112,29 Km² atau 111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Pangkep merupakan daerah yang jejak sejarahnya tenggelam, terlupakan dan dilupakan, bahkan oleh generasi mudanya sendiri.  Tak banyak yang tahu bahwa Pangkep merupakan bekas wilayah Kerajaan Siang, Barasa dan Lombasang (Labakkang). Di masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah ini merupakan bekas wilayah Regentschappen Onderafdeeling Pangkajene yang membawahi tujuh wilayah adat gemeenschap, yaitu kekaraengan Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle. (Lihat : Makkulau, 2005 ; 2007 ; 2008). Tak banyak orang yang memahami betapa istimewanya sebenarnya daerah ini, jika ditinjau dari aspek sejarah dan budayanya. Potensi SDA dan SDM-nya dari dahulu sangat bisa diandalkan, menopang kehidupan sosial ekonomi politik daerah lainnya. Berikut ini beberapa uraian fakta sejarah yang mengungkapkan betapa bersahabatnya masyarakat dan pemerintah daerah ini. Pertama, Pada masa pemerintahan Kerajaan Siang, menurut catatan Portugis—sebagaimana dicatat Antonio de Payva dalam dua kali periode kunjungannya ke Siang, 1542 dan 1544—Karaeng Siang, jauh sebelum kedatangan Portugis telah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan–kerajaan di Semenanjung barat kepulauan Nusantara, bahkan menampung dan memberi ruang niaga bagi komunitas pedagang Melayu yang semakin gencar kedatangannya ke Siang paska jatuhnya Kerajaan Malaka, tahun 1511. 
Kedua, masyarakat Siang adalah masyarakat yang terbuka menerima pendatang. Catatan pelaut Portugis lainnya, Manuel Pinto, mencatat bahwa penduduk Siang ketika itu 40.000 jiwa, padahal saat itu Siang sedang menurun pengaruhnya sebagai Kerajaan yang berpengaruh di semenanjung barat jazirah Sulawesi Selatan. Berdasar Tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, sebagai bukti betapa bersahabatnya masyarakat Siang ketika itu, pada saat kedatangan bangsa Portugis-Orang Makassar menyebutnya  To Paranggi, To artinya orang dan Paranggi artinya Portugis-melakukan penyambutan dengan menyajikan makanan yang disebut Apang Paranggi (Apem Paranggi), yaitu makanan sejenis  roti yang sesuai dengan lidah orang Eropah. Makanan sejenis Apem ternyata khas tradisi makanan orang pesisir dan dikenal di hampir semua kebudayaan daerah yang bersentuhan dengan dunia pelayaran dan peniagaan. 
Ketiga, Dalam tradisi tutur yang berkembang di Pangkajene diyakini bahwa Siang mempunyai tempat istimewa dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Dalam kompleks benteng Siang, terdapat Sumber air penting pada masa itu yang disebut Bubung Tallua, yang merupakan simbolisasi hubungan antara Kerajaan Luwu, Bone dan Gowa dengan Siang. Bubung Tallua adalah suatu sumur besar yang lubangnya dibagi tiga oleh sanrangan, yakni semacam silinder kecil yang terbuat dari batang pohon lontar. Konon, rasa air ketiga sanrangan kecil berbeda. Dahulu, bila orang Luwu dan Bone ingin ke Gowa atau sebaliknya, biasanya singgah mengambil air di Bubung Tallua. Ketiga sanrangan merepresentasikan persahabatan tiga kerajaan besar (Bone, Gowa dan Luwu) yang ditampung oleh Siang. 
Keempat, wujud persahabatan masyarakat dan pemerintah daerah ini juga sudah ditunjukkan sejak masa kekuasaan Kerajaan Lombasang, yang berada di sebelah utara Siang. Lombasang adalah nama tua dari Labakkang, yakni sebuah konfederasi beberapa entitas kekuasaan politik : Malise, Lombasang, Leange (Bombong Tallua). Kelima, Persahabatan antar etnis di daerah ini juga sangat kompleks karena proses kawin mawin, bukan hanya penguasa negeri tapi juga rakyatnya. Itulah sebabnya sistem budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat daerah ini adalah tradisi kultural bugis dan makassar sekaligus. Kerajaan Siang punya hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan Luwu, Soppeng, Wajo, Tanete, dan Bone karena pihak keluarga Kerajaan Gowa juga mengadakan hubungan perkawinan (kawin-mawin) antar keluarga Kerajaan Luwu. Tentunya fakta-fakta sejarah diatas hanya sebagian kecil saja yang bisa disebutkan, betapa sebenarnya Kabupaten yang meski secara hukum formal baru berusia 51 Tahun ini (8 Februari 1960 – 8 Februari 2011), pada dasarnya sudah memiliki riwayat persahabatan yang sangat kental dengan daerah lainnya dalam perjalanan sejarahnya. Akhirnya, Pesan saya, “Jangan sekali – kali melupakan Sejarayya” (Jasmerayya).  Kalau beberapa waktu lalu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa Pangkep sangat potensial dijadikan miniatur Sulawesi Selatan, sebenarnya hal tersebut sangat beralasan, bukan hanya dari segi wilayahnya yang mewakili semua karakter wilayah tiga dimensi juga Pangkep sangat refresentatif, bukan hanya dari segi sosial budaya masyarakatnya, tapi juga secara ekonomi dan politik sangat bersahabat. chaerulfathi.blogspot.com/
Kesenjangan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada Tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 326.357 jiwa, sedangkan di Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibanding tahun 2011. Jumlah penduduk yang selalu bertambah tiap tahunnya sedangkan luas wilayah yang tidak mengalami pemekaran menyebabkan tingkat kepadatan penduduk.  Kecamatan Labakkang terdapat 9 desa, 4 kelurahan, lingkungan sebanyak 9, dusun sebanyak 26, RW sebanyak 72, RT sebanyak 187, sedangkan staf desa/kelurahan sebanyak 265 orang. Jumlah penduduk Kecamatan Labakkang sebanyak 45415 jiwa yang terdiri dari 21336 jiwa adalah laki-laki, dan perempuan sebanyak 24709 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Labakkang 458 jiwa/Km² dari 13 desa/kelurahan. Kepadatan paling tinggi terdapat pada Kelurahan Labakkang dengan kepadatan 1108 jiwa/km² dan yang paling jarang penduduknya adalah desa Manakku 262 jiwa/Km². Jumlah Penduduk dan jenis kelamin menurut Desa/Kelurahan di K Kecamatan Labakkang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 
Kecamatan Labakkang memiliki sarana formal yaitu sebanyak 81 sekolah. Diantaranya PAUD sebanyak 33 sekolah dengan jumlah murid 914 orang, TK/MDA sebanyak 8 sekolah dengan jumlah murid 376 orang, SD sebanyak 31 sekolah termasuk Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah murid 5679 orang, SLTP Negeri sebanyak 6 sekolah dengan jumlah murid 2008 orang dan SLTA Negeri sebanyak 3 sekolah dengan jumlah murid 715 orang Sedangkan sarana kesehatan tersedia Puskesmas 3 buah, Pustu 7 buah, Posyandu 54 buah, dan Poskesdes sebanyak 8 buah dan untuk tenaga kesehatan adalah Dokter 9 orang, Bidan 129 orang, Paramedis 104 orang dan Dukun Bayi 38 orang.
	Kecamatan Bungoro memiliki luas 90,12 Km2 dengan batas-batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro dan Barru, Sebelah Timur berbatasan dengan Tondong Tallasa dan Kabupaten Bone, Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pangkajene, Sebelab Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Kecamatan Bungoro dengan ibu kota Samalewa terdiri atas 5 Desa dan 3 Kelurahan serta memiliki 6 lingkungan 13 dusun 52 RW dan 156 Rumah Tangga (RT). Kecamatan Bungoro memiliki sarana pendidikan berupa TK 8 buah, SD/MII 30 buah, SLTP 8 buah, SMK 3 buah, dan SMA/MA 5 buah. Sarana Kesehatan terdiri dari RS swasta 1 buah, puskesmas 2 buah, pustu 4 buah, posyandu 35 buah dan poskesdes sebanyak 8 buah.  Luas Wilayah Kecamatan Pangkajene 47,39 KM2 dengan batas-batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Minasatene.  Pemerintahan di Kecamatan Pangkajene terdapat 9 kelurahan, 18 Lingkungan, 45 Rukun Warga dan 152 Rukun Tangga.
Berdasarkan proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pangkep jumlah Penduduk Kecamatan Pangkajene tahun 2015 sebanyak 44.490 jiwa yang terdiri dari 21.575 jiwa laki-laki dan 22.915 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 94 dan kepadatan penduduk sebesar 1.742  jiwa/Km2. Jumlah Sarana Pendidikan sebanyak 56 terdiri dari   SD dan sederajat 31 Sekolah, SMP dan sederajat 10 Sekolah, SMA dan sederajat 11 Sekolah dan 4 sekolah Akademi/Universitas. 
Program-program pembangunan sebagaimana dimaksud di atas telah berlangsung terus-menerus, bahkan sudah banyak yang berhasil meraih sejumlah prestasi. Akan tetapi, di lain pihak ternyata masih ada masala-masalah kemiskinan yang belum optimal merasakan kebutuhannya, terutama bagi komunitas nelayan terlebih lagi bagi nelayan yang bermukim di pulau-pulau kecil. Persepsi sementara sebagai salah satu faktor penyebabnya adalah, karena program-program pembangunan tersebut terlalu menyeragamkan persoalan masyarakat dan cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal komunitas lokal. Penetrasi budaya baru termasuk didalamnya nilai-nilai yang menyertainya melalui program pembangunan pada satu sisi dapat menyusutkan nilai-nilai dan pranata-pranata sosial komunitas nelayan yang berlandaskan atas asas tolong menolong (solidaritas) dan berbagi pendapatan (resiprositas), rasa saling percaya dan kepatuhan pada tatanan kelembagaan sebagai kapital sosial mereka. Bahkan agen-agen pembaharu yang masuk ke dalam komunitas lokal, pada umumnya masih memandang bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang bodoh, kolot, tradisional, tertutup, miskin dan berbagai stereotif yang dilekatkan kepadanya. Namun demikian developmentalisme juga menghasilkan kompromi budaya, antar sistem budaya yang saling bersinggungan, utamanya dari “atas” dan dari “bawah”. Sebagi akibat adanya kontestasi dan kompetisi budaya yang tidak berimbang antara negara dan komunitas, sehingga budaya lokal terpinggirkan. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya sejumlah disfungsionalitas sosial yang dipelihara oleh institusi lokal. repository.unhas.ac.id/.../
Selanjutnya peneliti akan mengkaji bagaimana peran koperasi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  Jumlah koperasi dan jumlah anggota menurut Kecamatan yang ada di Pangkajene dan Kepulauan sebagai obyek penelitian menurut Kecamatan yang berada pada wilayah pesisir. Namun sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu koperasi yang ada di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, bahwa terdapat 12 unit di 13 Kecamatan dengan jumlah anggota sebanyak 2.901 orang, untuk jelasnyadapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Menurut Kecamatan

















                 Jumlah	15	2.901
  Sumber : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, 2015

Selanjutnya, jumlah koperasi dan jumlah anggota yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Pangka jene dan dan Kepulauan dalam kajian penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 4.7 Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi Menurut Kecamatan 







                 Jumlah	6	1.223
 Sumber: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka, 2015











1.	Analisis Deskriptif Sehat Organisasi

a.  Persepsi Responden Variabel X1 Sehat Organisasi
Lokasi penelitian ini adalah koperasi pesisir pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Secara administratif di Kota Makassar adalah, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Tamalate. Kabupaten Pangkep, yakni Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, dan Kecamatan Labbakkang. Kabupaten Takalar pada lokasi Kelurahan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada “Pengaruh Sehat Kelembagaan Koperasi  Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan)” dengan mengkaji variabel sehat organisasi, sehat financial, sehat usaha, kompetensi sumber daya manusia, kinerja lembaga koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi. 
Untuk memahami eksistensi anggota koperasi, dilakukan kajian secara mendalam tentang variabel yang telah dijelaskan di atas berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Secara berturut-turut dijelaskan persepsi variabel tersebut di bahwah ini dan model pengukurannya.  Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden variabel sehat organisasi terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator di jelaskan pada tabel di bawah in :

Tabel 5.1 Persepsi Responden Variabel X1 Sehat Organisasi






















       Sumber : Data Diolah, 2016
Persepsi responden terhadap sehat organisasi (X1) dengan indikator melaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun (X1.1), tingkat kehadiran anggota jika diundang rapat (X1.2), tingkat keterlibatan dan partisipasi anggota memberikan gagasan/ide dalam rapat (X1.3), aktivitas pengurus dan anggota koperasi mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi (X1.4), tingkat kepatuhan pengurus dan anggota pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi (X1.5), tingkat pelaksanaan pertanggungjawaban anggota koperasi atas pekerjaan yang diberikan (X1.6), tingkat pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap transparansi laporan (X1.7), tingkat partisipasi anggota atas kemajuan koperasi (X1.8), dan tingkat partisipasi terhadap kinerja koperasi (X1.9). 
Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,3%, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa kehadiran koperasi hanya sebatas pada upaya untuk mendapatkan pinjaman, selain itu disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran pada pentingnya koperasi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir dan ini sebagai konsekuensi dari sosialisasi koperasi yang belum mendasar. Selain itu, terdapat 27 responden atau 9,9% yang menilai sembilan (9) indikator sehat organisasi yang menyatakan jarang berpartisipasi sebagai anggota koperasi, artinya fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran anggota lebih didasarkan pada situasional sesuai dengan adanya alokasi waktu pada saat tidak ada kegiatan di dalam mencari nafkah, selanjutnya terdapat 53 atau 19,5% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang mengatakan kadang kala berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa  kehadiran anggota tidak berarti dan tidak mempengaruhi organisasi, sehingga lebih memilih melakukan aktivitas lain, terdapat  90 atau 33% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang menjawab sering berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kehadiran dalam organisasi memberi manfaat sebagai anggota, 
Selanjutnya anggota dapat memberi konstribusi atas kemajuan koperasi dan 97 atau 35,9% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat organisasi yang menjawab selalu berpartisipasi sebagai anggota koperasi, fakta penelitian ini menjelaskan bahwa kepedulian dan rasa memiliki sebagai anggota koperasi cukup tinggi, anggota koperasi menyadari bahwa adanya pembagian kerja yang jelas dengan tanggung jawab yang diberikan, pengurus dan anggota konsisten melaksanakan RAT setiap tahun akan membawa organisasi koperasi mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan anggota. 

b.  Model Pengukuran Sehat Organisasi








Gambar 5.1  Diagram Jalur Model Sehat Organisasi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat Organisasi, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X3 (keterlibatan dalam rapat anggota), X6 (bertanggung jawab dalam bekerja pada lingkungan organisasi), dan X7 (pertanggungjawaban pengurus). 
Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari masing-masing indikator, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96. Adapun nilai construct dari indikator memiliki derajat kesesuaian yang reliabel dalam membangun suatu variabel, jika memiliki nilai derajat kesesuaian lebih besar dari yang direkomendasikan, yaitu : 0,7 serta nilai t hitung dari masing-masing indikator lebih besar dari nilai t-kritis (1,96). Selanjutnya dikatakan bahwa masing-masing indikator memiliki peluang terwakili dalam menjelaskan suatu variabel jika memiliki nilai variance extracted lebih besar dari nilai yang direkomendasikan, yaitu 0,2. Adapun nilai construct reliability dan variance extracted untuk masing-masing indikator dari variabel Sehat Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2  Ringkasan Model Pengukuran Sehat Organisasi

                t-kritis=1,96

Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Sehat Organisasi sebesar 0,7972 yang menunjukkan nilai konstruk yang reliabel, dimana nilainya lebih dari yang di rekomendasikan yaitu 0,7 sehingga seluruh item indikator (variabel manives) dari variabel Sehat Organisasi dapat dikatakan memiliki derajat kesesuaian yang layak untuk membangun variabel Sehat Organisasi, sementara nilai t dari beberapa indikator memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi yang kuat dalam membentuk Sehat Organisasi. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,3068 di bawah nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5, menjelaskan bahwa informasi yang terkandung pada kesembilan indikator belum dapat terwakili untuk menjelaskan variabel Sehat Organisasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena sehat organisasi. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 8.882. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150. 

2.	Analisis Deskriptif Variabel Sehat Financial

a.  Persepsi Responden Variabel Sehat Financial (X2)
Untuk memahami eksistensi anggota koperasi, dilakukan kajian secara mendalam tentang variabel sehat financial berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden variabel sehat financial terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator di jelaskan pada tabel di bawah in :

Tabel 5.3 Persepsi Responden Variabel Sehat Financial






















Sumber : Data Diolah

Persepsi responden terhadap sehat financial (X2) dengan indikator tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana (X2.1), melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi (X2.2), melaksanakan evaluasi pendanaan (X2.3), pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan (X2.4), melaporkan perkembangan penggunaan dana (X2.5),  melaksanakan pelaporan perputaran dana (X2.6),   peningkatan perkembangan usaha (X2.7),  peningkatan pertumbuhan usaha koperasi (X2.8),  dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota (X2.9). Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,5%, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa ketidak seriusan pengurus koperasi menggunakan dana yang ada pada pengembangan usaha, selain itu ketidak mampuan mengelola keuangan sebagai upaya peningkatan sisa hasil usaha, selain itu terdapat 40 responden atau 14,9% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat financial yang menyatakan jarang,  dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pendanaan koperasi tidak optimal melaksanakan evaluasi dan kurang efektif dalam pembiayaan operasional koperasi. 
Selain itu, terdapat  68 responden atau 25,1% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat financial yang menyatakan kadang kala melaksanakan pelaporan pendanaan dan simpanan di koperasi, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa transparansi pendanaan dan simpanan pada koperasi kurang maksimal memanfaatkan dana yang ada, sehingga pertumbuhan usaha koperasi dan peningkatan SHU belum sesuai yang diharapkan anggota. Selanjutnya terdapat 95 responden atau 35,1% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat financial mengatakan sering, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keaktifan melaksanakan perputaran dana dan mengevaluasi penggunaannya dari pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi memberi arti pemanfaatan dana koperasi memenuhi harapan anngota. dan terdapat 63 responden atau 23,4%  yang menilai 9 (sembilan) indikator menjawab selalu, fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pelaporan jasa simpanan, pembagian SHU anggota yang diterima memberi motivasi untuk aktif mengembangkan koperasi pada wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya memperbaiki kehidupannya dan masyarakat pada umumnya. 

b.  Model Pengukuran Sehat Financial










Gambar 5.2  Diagram Jalur Model Sehat Financial 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat Financial, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X13 (Laporan Jumlah Simpanan), X12 (Pemantauan dan Evaluasi), dan X10  (Proses Perputaran Dana).  Berikut besarnya kontribusi dari masing-masing indikator dapat dilakukan pengujian derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96. Adapun nilai construct reliability dan variance extracted untuk masing-masing indikator dari variabel Sehat Financial dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.4  Ringkasan Model Pengukuran Sehat Financial

                   t-kritis=1,96

Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Sehat Financial sebesar 0,8852 yang menunjukkan nilai konstruk yang reliabel, dimana nilainya lebih besar dari yang di rekomendasikan yaitu 0,7 sehingga seluruh item indikator (variabel manives) dari variabel Sehat Financial memiliki derajat kesesuaian yang layak untuk membangun variabel Sehat Financial, sementara nilai t dari semua indikator memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi yang kuat dalam membentuk Sehat Financial. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,4617 atau 0.5 berada sama dengan nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5 yang menunjukkan bahwa informasi yang terkandung pada kesembilan indikator dapat terwakili untuk menjelaskan variabel Sehat Financial.
Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena sehat financial. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 7.699. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150. 

3.	Analisis Deskriptif Sehat Usaha

a.  Persepsi Responden Variabel X3 Sehat Usaha
Persepsi responden terhadap variabel sehat usaha dilakukan kajian berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden variabel sehat usaha terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator di jelaskan pada tabel di bawah in:

Tabel 5.5 Persepsi Responden Variabel Sehat Usaha






















Sumber : Data Diolah

Persepsi responden terhadap sehat usaha (X3) dengan indikator keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota  (X3.1), pelaksanaan layanan usaha anggota (X3.2),   pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota (X3.3),  partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha (X3.4), partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama (X3.5),  partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha (X3.6), partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha (X3.7), peran anggota membuat perencanaan strategi usaha (X3.8), dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha (X3.9).
Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat  usaha yang menyatakan tidak pernah, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa koperasi tidak memberi ruang konsultasi layanan, baik pinjaman maupun layanan usaha, sehingga tingkat partisipasi anggota lebih didasarkan pada situasional sesuai dengan keinginannya memanfaatkan peluang usaha pada koperasi. Selain itu, terdapat 37 responden atau 13,6%  yang menilai 9 (sembilan)  indikator sehat organisasi yang menyatakan jarang, hal ini menunjukkan fakta hasil penelitian yang menjelaskan bahwa usaha koperasi hanya sebatas membuat rencana dan strategi usaha, belum optimalnya menumbuh kembangkan usaha dan kerjasama anggota maka koperasi sebagai soko guru perekononian menjadi rapuh.
Terdapat  67 responden atau 24,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator sehat usaha yang menjawab kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa perencaan menyusun strategi usaha akan menemukan peluang usaha koperasi lebih berkembang, namun ketidak keterbukaan pengurus koperasi membangun kerjasama dengan anggota maka usaha koperasi berjalan di tempat, selain itu, terdapat  91 responden atau 33,8% yang menilai 9 (sembilan) indikator  sehat usaha yang menjawab sering, fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keterbukaan pengurus melayani konsultasi usaha, membangun kerjasama terhadap perkembangan usaha menunjukkan kemampuan koperasi memberdayakan sumber daya yang ada. Dan 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator menjawab selalu, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa peran dan partisipasi anggota koperasi membangun kerjasama merencanakan usaha, menemukan usaha serta melayani kebutuhan anggota, hal itu mencerminkan usaha koperasi tumbuh dan berkembang memberi kesejahteraan anggota. 

b.  Model Pengukuran Sehat Usaha








5.3  Diagram Jalur Model Sehat Usaha         
Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Sehat Usaha, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X25 (Laporan Pengembangan Usaha), dan X23 (Strategi Peningkatan Kerja Sama). Berikut besarnya kontribusi derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.6  Ringkasan Model Pengukuran Sehat Usaha

                         t-kritis=1,96

Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Sehat Usaha sebesar 0,8605 yang menunjukkan nilai konstruk yang reliabel, dimana nilainya lebih besar dari yang di rekomendasikan yaitu 0,7 sehingga seluruh item indikator (variabel manives) dari variabel Sehat Usaha memiliki derajat kesesuaian yang layak, selanjutnya nilai t dari semua indikator memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikemukakan bahwa semua indikator memiliki tingkat signifikansi yang kuat. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,4085 berada di bawah dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5 sehingga dapat katakan bahwa semua indikator belum cukup memberi informasi untuk menjelaskan variabel Sehat Usaha.
Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena sehat usaha. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 8.831. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150. 

4.	Analisis Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia

a.  Persepsi Responden Variabel X4 Kompetensi SDM
	Persepsi responden terhadap variabel kompetensi SDM dilakukan kajian berdasarkan hasil kuesioner terhadap anggota koperasi sebagai sampel dalam kajian penelitian ini. Persepsi responden dan model pengukurannya dijelaskan di bawah ini. Fakta hasil penelitian terhadap Persepsi responden terdapat 270 responden dengan 9 (sembilan) indikator di jelaskan pada tabel di bawah in:

Tabel 5.7 Persepsi Responden Variabel Kompetensi SDM






















Sumber : Data Diolah

Persepsi responden terhadap kompetensi sumber daya manusia (X4) dengan indikator pengembangan program pelatihan (X4.1), pelaksanaan simulasi pelatihan usaha (X4.2), evaluasi pengembangan program pelatihan (X4.3), pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha (X4.4), pengawasan kegiatan pelatihan usaha (X4.5), evaluasi hasil kegiatan pelatihan (X4.6), pengembangan model pelatihan berbasis teknologi (X4.7), pengembangan model pelatihan berbasis UKM (X4.8), pengembangan model pelatihan berorientasi kreatif dan inovatif (X4.9). 
Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator  kompetensi sumber daya manusia, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa koperasi hanya sebatas pada upaya pendiriannya atau pembentukannya, selain itu belum berorientasi pengembangan program pelatihan pada pentingnya koperasi mengembangkan model pelatihan sebagai dasar pembentukan kompetensi sumber daya di dalamnya.
Selanjutnya terdapat 39 responden atau 14,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab jarang, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa pengembangan model pelatihan adalah upaya uuntuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral anggota sesuai kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan, akan tetapi konsep tersebut belum menunjukan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat 64 responden atau 23,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator  kompetensi sumber daya manusia menyatakan kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa peningkatan model pelatihan memberi pemahaman pengetahuan dan keahlian untuk mengegerjakan suatu pekerjaan, baik kualitas maupun kuantitas, namun kesadaran pengurus koperasi belum optimal  pada pentingnya mengembangkan model pelatihan berbasis inovatif.
Terdapat 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab sering, hal ini memberi fakta hasil penelitian bahwa pengembangan program pelatihan model simulasi dalam bentuk peran berbasis UKM akan memungkinkan prefesionalisme sumber daya di dalamnya menghasilkan kinerja koperasi. Dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kompetensi sumber daya manusia menjawab selalu, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa mningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan, meningkatkan keahlian dan kecakapan, antara lain; melalui on the job training belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawa bimbingan dan pengawasan, demonstration and example dengan metode latihan yang dilakukan dengan peragaan dan penjelasan melalui contoh serta simulasi berorentasi kretaif dan inovatif memberi arti terciptanya kompetensi sumber daya manusia dalam koperasi.

b.  Model Pengukuran Kompetensi SDM








Gambar 5.4  Diagram Jalur Model Kompetensi SDM

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kompetensi SDM, terdapat beberapa variabel manives (indikator) yang memiliki kontribusi dominan, yaitu: X29 (simulasi pelatihan usaha) dan X32 (Pengawasan Kegiatan Pelatihan Usaha). 
Berikut besarnya kontribusi derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.8  Ringkasan Model Kompetensi SDM

                       t-kritis=1,96

Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Kompetensi SDM sebesar 0,6554 atau 0.7 menunjukkan nilai konstruk yang reliabel, dimana nilainya sama besar dari nilai yang di rekomendasikan yaitu 0,7 sehingga seluruh item indikator (variabel manives) dari variabel Kompetensi SDM memiliki derajat kesesuaian yang layak, Selain itu nilai T hitung dari semua indikator memiliki nilai yang lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikatakan  bahwa semua indikator dari variabel Kompetensi SDM memiliki tingkat signifikansi yang kuat. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,1786 berada di bawah dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator belum cukup memberi informasi untuk menjelaskan variabel Kompetensi SDM.
Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena kompetensi SDM. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 8.785. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150.

5.	Analisis Deskriptif Kinerja Koperasi

a.  Persepsi Responden Variabel Y Kinerja Koperasi
Persepsi responden variabel kinerja koperasi, terdapat 270 responden menilai sembilan indikator, untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5.9 Persepsi Responden Variabel Kinerja Koperasi






















 Sumber : Data Diolah

Persepsi responden terhadap kinerja lembaga koperasi (Y) dengan indikator pertumbuhan usaha yang dijalankan koperasi  (Y1), pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu  (Y2), pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi (Y3), tingkat pertambahan jumlah anggota koperasi (Y4), tingkat pertambahn penyertaan modal anggota (Y5), tingkat pertambahan pendapatan anggota (Y6), tingkat perkembangan SHU (Y7),  tingkat efisiensi pengelolaan SHU (Y8), dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu (Y9). 
Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi hanya sebatas menjalakan aktifitasnya sebagai lembaga koperasi, selain itu disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran koperasi pada pentingnya mengembangkan usaha, pentingnya penyertaan modal anggota, dan pentingnya penambahan jumlah anggota sebagai ukuran terujudnya kinerja kelembagaan koperasi sebagai konsekuensi jati diri berkoperasi. 
Selain itu, terdapat 34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan jarang, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa lembaga koperasi lebih didasarkan pada ketidak efisiensinya mengelola usaha koperasi dan mengelola SHU, padahal kinerja merupakan tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan dan bagaimana cara mengerjakannya.  Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan kelembagaan koperasi hanya sebatas penambahan penyertaan modal anggota belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja lembaga yang merupakan jawaban dari berhasilnya tujuan lembaga koperasi.
Selanjutnya 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, Fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bertambahnya anggota koperasi serta bertambahnya penyertaan modal koperasi dari anggota mengindikasikan adanya kepercayaan mengelola usaha koperasi dan ketetapan mengelola SHU, dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kinerja lembaga koperasi yang menyatakan sering, fakta ini memberi informasi bawa pertumbuhan dan perkembangan usaha dan jumlah anggota meningkat serta penyertaan modal meningkat, hal ini mengindikasikan kinerja lembaga koperasi telah melaksanakan kewajibannya dalam penetapan pembagian SHU yang sudah ditetapkan sebagai berikut; 1) Untuk jasa anggota adalah sebesar 45% terdiri dari 20% untuk jasa modal dan 25% untuk jasa peminjaman. 2) Untuk jasa cadangan adalah sebesar 25%. 3) Untuk jasa pengurus adalah sebesar 10%. 4) Untuk dana pendidikan adalah sebesar 5%. 5) Untuk dana sosial adalah sebesar 5%. 6) Untuk dana kesejahteraan pegawai adalah sebesar 5%. 7) Untuk dana pembangunan daerah kerja sebesar 5%,memberi menjawab selalu. 

5.2. Model Pengukuran Model Pengukuran Kinerja Lembaga Koperasi







Gambar 5.5  Diagram Jalur Model Kinerja Lembaga Koperasi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kinerja Lembaga Koperasi, terdapat beberapa variabel manives yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Y6 (Pertambahan Pendapatan Anggota) dan Y2 (Hasil Usaha Dalam Kurun Waktu Tertentu). Berikut besarnya kontribusi derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96 seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.10  Ringkasan Model Kinerja Lembaga Koperasi

                      t-kritis=1,96
Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Kinerja Lembaga Koperasi sebesar 0,7831 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.7 yang menunjukkan nilai konstruk yang reliabel. Selain itu nilai T hitung dari semua indikator memiliki nilai yang lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikatakan  bahwa semua indikator dari variabel Kinerja Lembaga Koperasi memiliki tingkat signifikansi yang kuat. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,2885 berada di bawah nilai yang direkomendasikan sebesar 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator belum cukup memberi informasi untuk menjelaskan variabel Kinerja Lembaga Koperasi.
Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap kinerja lembaga koperasi. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 9.023. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150. 
6.	Analisis Deskriptif Kesejahteraan Anggota
a.  Persepsi Responden Variabel Z Kesejahteraan Anggota
Terdapat 270 responden yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi, disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.11 Persepsi Responden Variabel Kesejahteraan Anggota






















         Sumber Data : Data Diolah
	Persepsi responden terhadap kesejahteraan anggota koperasi (Z) dengan indikator peluang membiayai pendidikan anggota koperasi (Z1), peluang memenuhi kebutuhan mengikuti jenjang pendidikan anggota (Z2), peluang memenuhi kebutuhan mengikuti kursus keterampilan (Z3), kelancaran usaha anggota (Z4), tingkat produktivitas usaha anggota (Z5), perkembangan pangsa pasar (Z6), peningkatan volume usaha (Z7), peningkatan volume penjualan (Z8), dan peningkatan penghasilan usaha anggota (Z9). 
Dari 9 indikator tersebut di atas dari 270 responden, rata-rata responden menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden atau 1,6%  yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab tidak pernah, dengan demikian fakta hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keberadaan koperasi belum memberikan peluang kepada anggota dalam memenuhi kebutuhannya sebagai anggota koperasi, selain itu terdapat  34 responden atau 12,7% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab jarang, fakta ini menjelaskan bahwa belum optimalnya pengurus koperasi memperluas pangsa pasar atas usaha yang dikelola koperasi. 
Terdapat 69 responden atau 25,4% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab kadang kala, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa keberadaan koperasi untuk mensejahterakan anggota terkadang terhalang oleh tingkat produktivitas usaha, sehingga peluang mendapatkan pasar belum memenuhi harapan anggota walaupun disadari bahwa perluasan pasar akan mengakibatkan peningkatan volume penjualan yang pada gilirannya koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota, 
Selanjutnya terdapat 92 responden atau 34,0% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab sering, fakta hasil penelitian ini memberi informasi bahwa koperasi sudah mampu meningkatkan volume usaha dan mendapatkan peluang pasar, sehingga koperasi memiliki peluang mensejahterakan anggota melalui kemampuannya membiayai pendidikan dan kursus-kursus demi kemajuan koperasi pesisir yang lebih baik dalam pengelolaannya.
Dan terdapat 71 responden atau 26,3% yang menilai 9 (sembilan) indikator kesejahteraan anggota koperasi menjawab selalu. Fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peluang anggota sudah mampu membiayai pendidikan keluarganya sebagai akibat berhasilnya koperasi pada wilayah pesisir, serta tingkat kelancaran usaha anggota dan penguasaan pasar, sehingga pendapatan koperasi meningkat termasuk anggota koperasi menunjukkan tercapainya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. 

b. Model Pengukuran Kesejahteraan Anggota





Gambar 5.6  Diagram Jalur Model Kesejahteraan Anggota
Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang membangun variabel Kesejahteraan Anggota, terdapat beberapa variabel manives yang memiliki kontribusi yang dominan, yaitu: Z6 (Luas Pasar/perkembangan pangsa pasar), Z2 (Kebutuhan Pendidikan), dan Z3 (Kebutuhan Keterampilan).  Berikut besarnya kontribusi derajat kesesuaian masing-masing indikator berdasarkan pendekatan construct reliability dan variance extracted pada derajat alpha 0,05 dengan nilai t-kritis sebesar 1,96 seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.12  Ringkasan Model Kesejahteraan Anggota Koperasi

                      t-kritis=1,96
Nilai Construct Reliability dari ke 9 dimensi yang membentuk Kinerja Lembaga Koperasi sebesar 0,7831 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.7 yang menunjukkan nilai konstruk yang reliabel. Selain itu nilai T hitung dari semua indikator memiliki nilai yang lebih besar dari nilai T kritis 1,96 sehingga dapat dikatakan  bahwa semua indikator dari variabel Kinerja Lembaga Koperasi memiliki tingkat signifikansi yang kuat. Selanjutnya nilai variance extracted sebesar 0,2885 berada di bawah nilai yang direkomendasikan sebesar 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator belum cukup memberi informasi untuk menjelaskan variabel Kinerja Lembaga Koperasi.
Selanjutnya dianalisis dengan metode rating-scala. Artinya untuk mengukur persepsi responden terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Jumlah responden sebanyak 270 dengan skor tertinggi 5 dengan 9 butir pertanyaan, sehingga diperoleh jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sebanyak 9.072. Untuk itu 5 x 9 x 270 = 12.150. 
B.  Model Struktural










Gambar 5.7  Diagram  Jalur Full Model 
Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat membentuk fungsi persamaan melalui hubungan antara variabel konstruk. Fungsi persamaan melalui hubungan antar variabel konstruk secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1.	Fungsi persamaan struktural pengaruh Sehat Organisasi, Sehat Finansial, Sehat Usaha, dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Lembaga Koperasi.
2.	Fungsi persamaan struktural pengaruh Kinerja Lembaga Koperasi terhadap Kesejahteraan Anggota
3.	Fungsi persamaan struktural pengaruh secara langsung Sehat Organisasi, Sehat Finansial, Sehat Usaha, dan Kompetensi SDM terhadap Kesejahteraan Anggota.
4.	Fungsi persamaan struktural pengaruh secara tidak langsung Sehat Organisasi, Sehat Finansial, Sehat Usaha, dan Kompetensi SDM terhadap Kesejahteraan Anggota  melalui Kinerja Lembaga Koperasi.




















Gambar 5.8  Diagram  Jalur Full Model Berdasarkan Nilai T 

C.   Uji Hipotesis
Setelah diuraikan model pengukuran serta model struktural dari masing-masing variabel laten di atas, selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh antar variabel laten sebagaimana yang dikemukakan melalui hipotesis penelitian ini.
Setelah diuraikan model pengukuran serta model struktural dari masing-masing variabel laten di atas, selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh antar variabel laten sebagaimana yang dikemukakan melalui hipotesis penelitian. 
1.  Uji Hipotesis Ke Satu
Hipotesis yang pertama dalam kajian ini adalah: apakah variabel sehat organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan Anggota Koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model untuk nilai t tabel di atas menunjukkan variabel sehat organisasi memiliki nilai koefisien jalur sebesar (-0.0078) yang menjelaskan tidak terdapat pengaruh langsung terhadap kesejahteraan anggota. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya sehat organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota.  
Hal lain yang menjelaskan tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan variabel sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi, dimana nilai T hitung yang diperoleh adalah -0.080 lebih kecil dari nilai T-kritis sebesar 1.96. Sehingga dapat dikemukakan bahwa hipotesis pertama ditolak, dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota. 
2.  Uji Hipotesis Kedua
Hipoetsis kedua adalah apakah sehat financial berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas menunjukkan nilai koefisien jalur variabel Sehat Finansial terhadap Kesejahteraan Anggota diperoleh nilai 0.4724 yang menjelaskan bahwa sehat finansial memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anggota sebesar (0.4724)2= 0.2232 atau 22 persen dan bernilai positif atau searah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis kedua diterima, dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan bernilai positif variabel sehat finansial terhadap variabel kesejahteraan anggota koperasi.

3.  Uji Hipotesis Ketiga
Hipotesis ke tiga adalah apakah sehat usaha berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar?
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas menunjukkan nilai koefisien jalur sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi sebesar 0.4365 sehingga besarnya pengaruh langsung variabel sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi diperoleh sebesar (0.4365)2 = 0.1905 atau 19 persen dan bernilai positif, sehingga dapat dikemukakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesehatan usaha koperasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan anggota koperasi dalam arti bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan usaha akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi. 
Demikian sebaliknya menurunnya tingkat kesehatan usaha akan menurunkan tingkat kesejahteraan koperasi. Selain dari pada itu, nilai T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T kritis, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hipotesis ketiga diterima, dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan bernilai positif sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota koperasi.

4.  Uji Hipotesis Ke Empat
Hipotesis ke empat adalah apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?.
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas menunjukkan nilai koefisien jalur kompetensi sumber daya manusia terhadap kesejahteraan anggota adalah 0.2505 yang menjelaskan bahwa besarnya pengaruh kompetensi SDM terhadap kesejahteraan anggota koperasi adalah sebesar (0,2505)2 = 0.0628 atau sebesar 6.3 persen dan bernilai positif yang berarti bahwa tinggi rendahnya kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota, dimana jika semakin tinggi tingkat kompetensi SDM akan meningkatkan kesejahteraan anggota demikian sebaliknya jika semakin menurun tingkat kompetensi SDM akan menurunkan tingkat kesejahteraan anggota. Selain itu nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritis menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota. 

5.  Uji Hipotesis Ke lima
Hipotesis ke lima, apakah sehat organisasi melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh tidak langsung sehat organisasi terhadap tingkat kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.4301 dan dari kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota sebesar 0.5494 sehingga melalui kedua nilai koefisien jalur tersebut dapat ditentukan besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel sehat organisasi terhadap kesejahteraan anggota sebesar (0.4301)2(0.5494)2 atau (0.2363)2 = 0.0558 atau sebesar 6 persen sementara sisanya 94 persen bersumber dari variabel lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dalam hal ini kinerja lembaga koperasi memiliki kontribusi terhadap kesehatan organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

6.  Uji Hipotesis Ke Enam
Hipotesis ke enam yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah sehat financial melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas di atas nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung sehat finansial terhadap tingkat kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.3953 dan dari kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota sebesar 0.5494 sehingga melalui kedua nilai koefisien jalur tersebut dapat ditentukan besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel sehat finansial terhadap kesejahteraan anggota, yaitu sebesar (0.3953)(0.5494) = 0.2172 atau sebesar (0.3953)2(0.5494)2 = 0.0472 atau sebesar 5 persen sementara sisanya 95 persen bersumber dari variabel lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya tingkat kesehatan finansial terhadap kesejahteraan anggota dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya kinerja lembaga koperasi. 

7.  Uji Hipotesis Ke Tujuh
Hipotesis ke tujuh apakah sehat usaha melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?,
Pada model struktural dan pengukuran berdasarkan full model di atas menunjukkan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung sehat usaha terhadap tingkat kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.3799 dan dari kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota sebesar 0.5494 sehingga besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel sehat usaha terhadap kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi adalah: (0.3799)(0.5494) = 0.2087 atau sebesar (0.3799)2(0.5494)2 = 0.0436 atau sebesar 4 persen sementara sisanya 96 persen bersumber dari variabel lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya tingkat kesehatan usaha terhadap kesejahteraan anggota dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya kinerja lembaga koperasi. 

8.  Uji Hipotesis Ke Delapan
Hipotesis ke delapan apakah kompetensi Sumber Daya Manusia melalui kinerja lembaga koperasi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?





9.  Uji Hipotesis Ke Sembilan
Hipotesis ke sembilan adalah apakah kinerja lembaga koperasi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar ?.




Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel konstruk yang merupakan variabel bebas atau independen memiliki pengaruh baik secara langsung terhadap kesejahteraan anggota maupun tidak langsung melalui kinerja lembaga, demikian halnya pengaruh langsung kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Hanya ada satu variabel konstruk yang memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan anggota, yaitu variabel sehat organisasi. Dari analisis diatas mengindikasikan bahwa faktor yang memiliki peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan anggota bukan semata disebabkan oleh pengaruh langsung tingkat kesehatan organisasi koperasi. 
Kesehatan organisasi belumlah cukup menjadi tolak ukur sebagai variabel manives atau variabel exsogen mensejahterakan anggota. Satu diantaranya tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anggota, yaitu sehat organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama ini koperasi mampu eksis dalam menjaga dan mempertahankan kesejahteraan anggotanya bukan karena tingkat kesehatan organisasi, melainkan karena didukung oleh tingkat kesehatan keuangan, tingkat kesehatan usaha, dan kompetensi SDM serta kinerja lembaga. 
Untuk membentuk kinerja lembaga koperasi dalam mencapai kesejahteraan anggota diperlukan indikator senantiasa melaksanaan RAT setiap tahun supaya dapat dievaluasi kemajuan koperasi, selain itu seluruh anggota koperasi wajib hadir jika diundang rapat dan diharapkan keterlibatannya berpartisipasi memberikan ide atau gagasan dan seluruh aktivitas koperasi  merujuk serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang sudah ditetapkan, anggota bertanggung jawab jika diberikan tugas untuk kemajuan koperasi sebagai bahagian partisipasi mencapai kinerja koperasi. Charles B.Lowry and Paul J. Hanges, (2008) mengatakan konsep organisasi yang sehat merupakan salah satu yang memiliki profil yang di dalamnya beberapa iklim dimensi bekerja untuk menjaga sinergitas organisasi dan daya tanggap lembaga. Organisasi yang sehat melakukan kebijakan, praktik, dan prosedur yang memberdayakan karyawan dan hanya menekankan pentingnya terus menerus pembelajaran dan inovasi yang bersifat timbal balik untuk memenuhi tuntutan tersebut dari sebuah lingkungan yang selalu berubah, hal itu semua akan menentukan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari indikator yang telah disebutkan di atas dalam membentuk  sehat organisasi yang memiliki konstribusi terbesar pengaruhnya adalah senantiasa melibatkan anggota koperasi dalam setiap pelaksanaan rapat. Torka, Nicole; Looise, (2011) menjelaskan bahwa partisipasi pekerja dalam organisasi adalah kunci utama memberikan konstribusi untuk mengekspresikan perilaku inovatif. 
Dari semua variabel konstruk yang independen paling dominan memiliki kontribusi pengaruh langsung terhadap tingkat kinerja lembaga adalah: variabel kompetensi SDM dan diikuti dengan sehat organisasi. Kedua variabel tersebut selama ini memberi kontribusi terbesar dalam membangun kinerja lembaga koperasi di tiga kota/kabupaten, yaitu kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar melalui dimensi Kompetensi SDM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan indikator pengembangan program pelatihan, pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, evaluasi pengembangan program pelatihan, pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha, pengembangan model pelatihan berbasis teknologi, berbasis UKM dan berorientasi kreatifitas dan inovatif akan mengantar kompetensi SDM koperasi. Dan dari indikator tersebut yang memiliki konstribusi terbesar pengaruhnya adalah pelaksanaan simulasi pelatihan usaha, bahwa bukan lagi saatnya lebih banyak mengutamakan seminar-seminar program pelatihan akan tetapi responden lebih tertarik jika pelaksanaan pelatihan dalam bentuk tehnis, artinya lebih senang dengan simulasi sambil praktek peran sebagai pengusaha dan setiap pelatihan dievaluasi kemajuannya, hal itu lebih memungkinkan dan lebih cepat memahami kompetensinya. 
Kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota, pengurus, meliputi kompetensi kelembagaan, kompetensi pengembangan usaha dan menejerial, kompetensi penguasaan iptek, kompetensi membangun networking, kompetensi pengembangan program penciptaan keunggulan persaingan usaha, kompetensi optimalisasi pelayanan, dan kompetensi dalam membangun etos kerja. Sejalan yang dikemukakan oleh Tjahjono Widarmanto (2008) bahwa kompetensi sumber daya manusia seluruh unsur penggerak koperasi, baik itu anggota, pengurus, maupun pengawas harus selalu digali, diasah, dan dikembangkan potensinya sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kompetensi SDM dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi sebab selama ini tidak sedikit koperasi tidak mampu bertahan disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi SDM.
Selain kompetensi SDM dan kesehatan organisasi, turut memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja lembaga koperasi adalah kesehatan financial dengan 9 (sembilan) indikator, yakni tingkat keaktifan pengurus melakukan perputaran dana, melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional koperasi, melaksanakan evaluasi pendanaan, pengurus senantiasa melaporkan jasa simpanan, melaporkan perkembangan penggunaan dana,  melaksanakan pelaporan perputaran dana,   peningkatan perkembangan usaha,  peningkatan pertumbuhan usaha koperasi,  dan peningkatan jumlah pembagian SHU anggota. Untuk itu, salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja koperasi dapat dilihat dari kemampuan dan kesehatan keuangannya bahwa sehatnya keuangan koperasi jika pengurus optimal memanfaatkan dana yang ada untuk menumbuh kembangkan usaha oleh karena akan berdampak pada pendapatan koperasi yang meningkat, sehingga pembagian SHU anggota juga meningkat. 
Oleh karena itu, dari 9 (sembilan) indikator tersebut di atas yang dapat memberikan konstribusi terbesar adalah anggota sangat menginginkan dalam kepengurusan koperasi hendaknya anggota yang terlibat dalam koperasi untuk aktif menyimpan dananya secara sukarela dan anggota mengharapkan kepada pengurus koperasi agar senantiasa melaporkan secara terbuka atas dana yang tersimpan dari anggota, sehingga dana koperasi dapat meningkat untuk dapat dikembangkan perputarannya untuk membiayai usaha-usaha koperasi dan biaya operasional demi sehatnya pengelolaan keuangan koperasi. Keberadaannya sebagai anggota koperasi dilayani dengan baik setiap saat oleh pengurus jika mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha-usaha lain untuk kebutuhan keluarganya dan diberi peran dalam menyusun rencana dan strategi usaha, sehingga dalam rapat anggota tahunan mereka puas atas laporan perkembangan usaha koperasi.
Sejalan yang dijelaskan Holmberg, Anitha; Frommegard, Lennart. (2005) bahwa pembiayaan terbaik menciptakan solusi yang baik. Untuk itu Aktivitas manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan bersifat positif variabel sehat finansial terhadap kinerja lembaga koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. 
Demikian pula untuk menilai kinerja lembaga koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota diperlukan sehat usaha. Bagi organisasi yang sudah mapan ataupun belum tidak terkecuali koperasi sebaga badan usaha dituntut agar melakukan pengembangan usaha terus menerus guna mengantisipasi terjadinya kondisi persaingan usaha yang setiap saat mengalami perubahan. Untuk  itu dalam mencapai sehat usaha diperlukan indikator-indikator, yakni; keterbukaan pengurus melayani konsultasi anggota, pelaksanaan layanan usaha anggota,   pelaksanaan layanan kebutuhan atau pinjaman anggota,  partisipasi anggota terhadap perkembangan usaha, partisipasi anggota membangun dan mengembangkan kerjasama,  partisipasi dan kerjasama anggota membuat perencanaan usaha, partisipasi anggota dalam menyusun laporan usaha, peran anggota membuat perencanaan strategi usaha, dan partisipasi anggota menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. 
Oleh sebab itu, dari hasil penelitian menjelaskan bahwa, indikator yang memiliki konstibusi terbesar pengaruhnya untuk membetuk sehat usaha adalah pengembangan usaha dan selanjutnya strategi peningkatan kerja sama. Hal itu sejalan dengan penjelasan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan bahwa sejatinya, koperasi harus menjadi dirinya sendiri, mampu berinisiatif menjalin kerjasama dengan siapapun. Koperasi harusnya jadi tumpuan di tengah dominasi pemilik modal, gurita korporasi dan birokrasi yang membatasi kreasi. Untuk Sulsel, sesuai dengan prinsip pendiriannya, koperasi yang ada harusnya merupakan pililhan bagi para produsen seperti petani dan nelayan maupun penyedia jasa seperti transportasi darat, udara, laut dan lain sebagainya untuk dijadikan wadah bersama dalam dimensi yang luas. Bukan semata aspek keuangan tetapi kekuatan kerjasama dan kegotongroyongan. 
Tantangan yang dihadapi koperasi di Sulsel tak melulu berkaitan permodalan besar tetapi komitmen memajukan koperasi dari dalam; soliditas kerjasama dan tolong menolong. Faktor globalisasi, perdagangan bebas harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Diperlukan langkah-langkah strategis menguatkan organisasi berbasis ekonomi ini, yang amat vital adalah adanya fasilitator atau pendamping yang dapat meyakinkan warga tentang urgensi berkoperasi, sebagai jawaban atas masa depan mereka yang mulai samar karena krisis multidimensi. Pemerintah harusnya menjalankan program yang tak sekadar menambah kuantitas koperasi tetapi membangun kesadaran kolektif seperti yang diharapkan Bung Hatta. Mimpi besar Pemprov. Sulsel untuk menjadikan Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional sekaligus simpul jejaring kesejahteraan masyarakat mungkin akan tercapai jika mampu menangani unsur-unsur pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur penting seperti norma atau nilai-nilai kegotong royongan, tolong menolong dan menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi. Memampukan mereka untuk tahu dan terampil serta berwatak positif dalam mengelola sumberdaya alam, produksi dan jasa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk koperasi juga amat dibutuhkan bersama penerapan manajemen modern. Gagasan menata koperasi telah menjadi agenda Pemerintah. AM Yamin (2013). 
Pengembangan kinerja lembaga koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan angota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dan bersifat positif variabel kinerja lembaga terhadap kesejahteraan anggota. Untuk membetuk kinerja lembaga koperasi diperlukan indikator-indikator, pertumbuhan usaha koperasi, pertambahan hasil usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, pengembangan jumlah usaha yang dikelola koperasi, tingkat pertambahan jumlah anggota koperasi, tingkat pertambahan penyertaan modal anggota, tingkat pertambahan pendapatan anggota, tingkat perkembangan SHU,  tingkat efisiensi pengelolaan SHU, dan tingkat penerimaan SHU tepat waktu. Dari indikator-indikator yang membentuk kinerja lembaga koperasi terdapat indikator yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah pertambahan pendapatan anggota dan Sisa Hasil Usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu diterima tepat waktu. 
 Hal itu sejalan yang dikemukakan oleh Moeheriono, (2012), Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.  Kinerja dalam sebuah lembaga merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika organisasi telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi,  kepuasan konsumen, dan yang memberikan kontribusi pada ekonomi. 
Dengan demikian manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya Robbins (2008) mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja pengurus koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit diantaranya adalah semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (agent) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (principal). 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun demikian secara obyektif disadari bahwa disamping ada koperasi yang sukses dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terdapat pula koperasi di Indonesia bahkan mungkin jauh lebih banyak kuantitasnya yang kinerjanya belum seperti yang kita harapkan. Koperasi pada kategori inilah yang memberi beban psikis dan juga trauma bagi sebagian kalangan akan manfaat berkoperasi.
Koperasi juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini eksistensi koperasi untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya tidak terlepas dari kinerja lembaga yang dibangun melalui perkembangan usaha dan pangsa pasar serta peningkatan penghasilan usaha anggota, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.
Demikian halnya jika memperhatikan hasil analisis  menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan anggota disebabkan oleh kinerja lembaga baik secara langsung maupun sebagai perantara dari tingkat kesehatan organisasi, kesehatan financial, kesehatan usaha, dan tingkat kompetensi lembaga terhadap tingkat kesejahteraan anggota menjadi hal penting bagi pengembangan koperasi di masa datang. 
Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas RPJMD Sulawesi Selatan khususnya terkait uraian 11 (sebelas) program prioritas Gubernur dalam RPJMD 2013-2018, maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya percepatan untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan. Maka Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menekankan pada beberapa prioritas pembangunan antara lain yaitu; Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat, Penguatan Ekonomi. Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai tentang efektivitas kelembagaan berbasis masyarakat adalah antara lain sebagai berikut: 1) Meningkatnya jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM; 2) Meningkatnya jumlah promosi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha, 3) Jumlah SDM pelaku UKM serta Koperasi yang mengikuti Diklat; 4) Jumlah UMKM Mandiri, 5) Jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank, 6) Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasaran dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM. 
 Sehubungan dengan hal tersebut, hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagai berikut : hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dimaksud, sebanyak 6 Sasaran Strategis dengan capaian kinerja dalam kategori Sangat Baik, yakni meningkatnya mutu dan produksi hasil pertanian, terdorongnya industry pengolahan berbasis sumber daya local, meningkatnya kualitas dan meluasnya kesempatan kerja, terluasnya infrastruktur wilayah dan ketersediaan energy, menguatnya ekonomi wilayah dan meningkatnya produksi berbasis masyarakat, dan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan gerakan sulsel hijau. Sebanyak 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Baik, yakni meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar dan 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori Cukup, yakni kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat.
Berdasarkan capaian di atas, fakta hasil penelitian ini menjelaskan bahwa  sehat organisasi kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8.882 : 12.150 = 73 %. Secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:
3000                            5000                                     8000        8882               12.150
 Tdk sehat                        kurang  sehat                             cukup sehat                 sehat
                                 

Fakta penelitian ini memberi informasi bahwa sehat organisasi kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat. Selanjutnya sehat financial kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 7.699 : 12.150 = 63 % secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :
3000                            5000                        7699       8000                       12.150
 Tdk sehat                            kurang  sehat                           cukup sehat                sehat
                                 

Fakta penelitian ini memberi informasi bahwa sehat financial kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan kurang sehat.
Kualitas sehat usaha kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8.831 : 12.150 = 73 %. Secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :
3000                            5000                                     8000       8831                12.150
 Tdk sehat                       kurang  sehat                             cukup sehat                   sehat
                                 
	
Fakta penelitian ini memberi informasi bahwa sehat usaha kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat. Untuk kompetensi SDM kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8.785 : 12.150 = 72 %. Secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:


3000                            5000                                     8000       8785                12.150
 Tdk sehat                               kurang  sehat                      cukup sehat                 sehat
                                 

Fakta penelitian ini memberi informasi bahwa kompetensi SDM kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat.
Kinerja kelembagaan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 9.023 : 12.150 = 74 %. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:
3000                            5000                                     8000                     9023  12.150
 Tdk sehat                    kurang  sehat                             cukup sehat                      sehat
                                 

Fakta penelitian ini memberi informasi bahwa kinerja kelembagaan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat dan mendekati sehat. Dan kesejahteraan anggota koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 9.072 : 12.150 = 75 %. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :
3000                            5000                                     8000                     9072  12.150
 Tdk sehat                        kurang  sehat                         cukup sehat           sehat                                 

Hasil penelitian ini memberi informasi bahwa kesejahteraan koperasi yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep menunjukkan cukup sehat dan mendekati sehat. 
Hasil penelitian ini juga sebagai nilai novelti atau kebaruan dimana penelitian sebelumnya Torres-Lara, Ricardo. 2001, fokus penelitiannya menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi koperasi adalah sejumlah aturan operasional pengelolaan sumber daya alam. McNamara, Madeleine Wright. (2008) berfokus pada kajian penyelidikan empiris adanya interaksi dari berbagai jenis kontribusi multiorganizational, penerapan kebijakan, kolaborasi, koordinasi kerja sama, pengaturan multiorganizational, dan jaringan. Ketut Gunawan, (2009). Menjelaskan bahwa faktor kinerja organisasi lembaga koperasi, fokus penelitiannya adalah aspek perspektif pembelajaran yang meliputi: pemberdayaan karyawan dan kuntabilitas Personal; aspek perspektif finansial yang  meliputi: Pertumbuhan pendapatan; aspek perspektif pelanggan yang meliputi: jumlah pelanggan baru dan kesetiaan pelanggan;aspek perspektif bisnis internal yang meliputi: kemampuan Inovasi dan Margaret Setyowati Iin Indarti, 2011. Aspek permodalan, Aspek kualitas aktiva, Aspek manajemen, Aspek efisiensi, Aspek likuiditas, Aspek kemandirian, Aspek jati diri koperasi. 
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menilai kinerja kelembagaan koperasi diperlukan sehat organisasi, sehat financial, sehat usaha dan kompetensi SDM.. Dari hasil penelitian yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa kondisi sehat kelembagaan koperasi dapat diukur apabila ada indikator-indikator yang mempengaruhinya sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 
Jika dianalisis kinerja koperasi di 3 daerah pesisir di Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Takalar. Koperasi pada wilayah pesisir Kota Makassar memiliki nilai korelasi r = 0,687, koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nilai r = 0,791, dan koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar dengan nilai r = 0,795. 
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Takalar lebih baik kinerja koperasi dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, alasannya adalah dari variabel eksogen sehat organisasi terhadap kinerja lembaga koperasi memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,609, sehat financial terhadap kinerja lembaga koperasi 0,685, sehat usaha terhadap kinerja lembaga koperasi 0,536, dan kompetensi SDM terhadap kinerja lembaga koperasi 0,774, artinya bahwa pengaruh yang kuat positif dan signifikan dari 4 variabel tersebut. Hal lain yang membuat koperasi pada wilayah pesisir Kabupaten Takalar yang baik adalah di Kabupaten Takalar terdapat tim RCDC (Research and Community Development Centre) yang secara khusus melakukan kegiatan dalam hal konsolidasi pembentukan koperasi, usaha-usaha perekonomian, pengadaan daya dukung teknologi terbarukan dan aktif melaksanakan pelatihan manajemen usaha, program pembentukan karakter masyarakat dan terbukti pada tahun 2012 sebanyak 200 nelayan dan masyarakat pesisir di kabupaten Takalar mengikuti pelatihan manajemen koperasi di gedung Islamic Center Takalar dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat, antara lain melalui pelatihan manajemen usaha agar  koperasi dan UMKM dapat dikelola dengan baik oleh para nelayan-nelayan sekitar. 
Dari hasil penelitian yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa kondisi sehat kelembagaan koperasi dapat diukur apabila ada indikator-indikator yang mempengaruhinya sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 

E. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritik
Penelitian ini menghasilkan suatu model teoritis tentang kinerja kelembagaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara teori oleh karena dapat mengjeneralisasi variabel kinerja lembaga koperasi. Model teoritik dalam menunjang kinerja lembaga menunjukkan bahwa sehat organisasi, sehat financial, sehat usaha, dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi indiktor dalam membentuk kinerja kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi

2. Implikasi Kebijakan
Dinas terkait sebagai pembina senantiasa menyediakan pendampingan dalam melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi demi pelaksanaan tata kelola administrasi dan aktif melakukan bimbingan secara berkesinambungan serta lebih selektif dalam pembentukan dan pemberian bantuan terhadap koperasi, selain itu lebih focus pada pengawasannya. 
Bagi pengurus koperasi senantiasa menumbuhkan kerjasama yang baik dan harmonis secara timbal balik perangkat organisasi koperasi (rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan) agar dapat menumbuhkan sinergi yang efektif untuk mengembangkan koperasi dan jika perlu memberi rangsangan kepada anggota berupa peningkatan pelayanan dan pemberian penghargaan bagi anggota yang aktif  hadir dalam rapat anggota dan berkonstribusi terhadap perkembangan koperasi.

3. Implikasi Penelitian









Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penelitian, maka dapat dikemuakakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1.	Tingkat kesehatan organisasi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Kesehatan organisasi belum cukup menjadi tolak ukur sebagai variabel manives atau variabel exsogen mensejahterakan anggota. 
2.	Tingkat kesehatan financial memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini menjelaskan bahwa pengurus aktif melakukan perputaran dana dan terdapat pertumbuhan dan perkembangan usaha serta peningkatan jumlah pembagian sisa hasil usaha,  
3.	Tingkat kesehatan usaha memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini menjelaskan bahwa anggota berpartisipasi dalam merencanakan usaha serta menumbuhkembangkan kerja sama dan telah memanfaatkan peluang usaha.
4.	Kompetensi Sumeber Daya Manusia memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dalam arti bahwa SDM yang ada dalam koperasi aktif mengikuti pelatihan usaha berbasis teknologi yang kreatif dan inovatif sehingga SDM memiliki keahlian. 
5.	Tingkat kesehatan organisasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui kinerja lembaga koperasi. Artinya tercapaianya kesejahteraan anggota koperasi dapat terjadi jika melalui kinerja kelembagaan koperasi atas dukungan kesehatan keuangan, usaha dan kompetensi sumber daya manusia.
6.	Kesehatan keuangan koperasi memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi. Dalam arti bahwa kesehatan financial, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi.
7.	Kesehatan usaha memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota melalui kinerja lembaga koperasi, dalam hal ini kinerja lembaga koperasi memiliki kontribusi terhadap kesehatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. 
8.	Kompetensi SDM memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota melalui tingkat kinerja lembaga koperasi, sehingga kinerja lembaga koperasi memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan anggota koperasi. 




1.	Untuk memperbaiki sehat organisasi koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit; diantaranya adalah semua aktivitas anggota, pengurus dan pengawas yang telah diberi amanah mengelola koperasi harus mematuhi Anggaran dasar dan Anggran Rumah Tangga Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan bersama-sama berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja lembaga koperasi,
2.	Pengurus koperasi lebih aktif memperoleh dana dan melakukan perputaran dana seefektif mungkin untuk mengembangkan usaha–usaha yang produktif serta memperluas pangsa pasar 
3.	Adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi. Untuk itu perencanaan dan pembuatan studi kelayakan usaha akan membantu dalam pelaksanaan usaha yang lebih kreatif. 
4.	Agar senantiasa melaksanakan evaluasi pengembangan model program pelatihan usaha yang berorientasi kreatif dan inovatif dalam pengembangan kompetensi SDM, 
5.	Dinas terkait sebagai pembina senantiasa menyediakan pendampingan dan bimbingan dan berperan  aktif dalam pelaksanaan RAT serta melakukan kajian mendalam dan selektif terhadap pendirian koperasi, 
6.	Dekopin diharpkan dapat membangun sistem sentralistik potensi ekonomi Koperasi/Anggota Koperasi berbasis IT dan memantau perkembangan koperasi secara on line.
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